
PFtrEPTIiITAII I(ABUPATEN LI'WU TIMUR
DINAS PERTANIAN

Jalan : Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili, 9298i
Telepon/Fax lo474l 321 - 538

web: http/ /dppp.luwutimurkab.so.id Email : dppaaluwutimurkab.eo.id

I(EPUTUSA]Y XEPAI,A DINAS PERTAIYIAN KABUPA?EN LUWU TIMUR
Ilomor : 31 TAHUN 2O2O

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN

KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2O2O

Menimbang : a.

b.

I Mengingat : 1.

KEPALA DINAS,
bahwa untuk kela,ncaran dan efektifitas pelaksanaan
kegiatan, pengelolaan keualgan, maka dipandang perlu
menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Perangkat Daerah Dinas
Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2O20;

Dokumen Pelatsalaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2020;

bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud
da1am huru-f a, dan b, perlu menetapkan Keputusal Kepala
Dinas Pertanian tentang Penunjukan Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2O20;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O3 Nomor 27, Talr,ba}:an Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 427O);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20O3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4246l.;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan da-n Tanggunglawab Keuangan Negara
(trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
aa0o);

2.

|)



4.

5.

6.

7.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencalaal Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan arrtara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44381;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Nomor 237, Tarr.bahan [,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tanun 2OO5 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengal Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Imformasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
siss);

Peratrrran Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 20O5
Nomor 15O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

9 . Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol1 Nomor 59, tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2O1O
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor
54 Thun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8.



13. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 201 1

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 31O);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur;

15. Peraturan Daerah Xabupaten Lur+,u Timur Nomor 05 Tahun
2O19 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2O2O (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2Ot9 Nomor O5);

16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 20O8 tentang
Pengelolaan Uang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2008 Nomor 18);

17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2Ol4 tentarrg
Pembentukan Produk Hukum Daerah di Likungan
Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);

18. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 49 Tahun 2016 tentalg
Susunan Organisasi, Kedudukan, T\rgas dan Fungsi, serta
Tata Kery'a Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur (Berita
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 49);

19. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatal dan Belanja Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun Ar:ggaran 2O2O (Berita
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : KEPUTUSAN KEPAIA DINAS PERTANIAN TENTANG
PENUNJUKAN PE.IABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PFrTK) SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN KABUPATEN
LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.



DII\TU\{ I

Ketennia:'l dalam lar.npirarl Kepurusan Kepala Dinas Pertanian tentang
Penun-iukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatar |PPTK) Saruan Kerja Perargkar daerah Dinas Pertanian Kabupaten
Luqrr Timur Tahun Anggaran 2O2O sebagai berikut :

KESATU : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan/ atau Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) Satuan Ker;a Perangkat Daerah lingkup
Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur tersebut sebagaimana
terlampir pada surat keputusan ini dan merupakal bagian yang
tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : T\rgas Pejabat Pembuat Komitmen dan/ atau Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas
Pertanian adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pejabata Pembuat Komitmen (PPK) :

a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa
yang meliputi: spesifiKepala Seksi teknis barang/jasa,
HPS dan rancangan kontrak;

b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani

Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/ surat perjanjian;
d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
f. Melaporkal pelaksalaan/penyelesaian pengadaan

barang/jasa kepada PA/KPA;
g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa

kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
h. Melaporkan kemqjuan peke4'aan termasuk penyerapan

angga-ran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada
PA/ KPA setiap triwulan; dan

i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

2. Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPIK) :

a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
c. Menyiapkal dokumen anggaran atas beban pengeluaran

pelaksanaan kegiatan.



DIKTUM II

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada

: Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pa.da Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
I(abupaten Luwu Timrrr melalrri Dokumen Pelaksanaan
Angaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian
I(abupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2O20.

9 Januari 2O2O

PIt. KEPALA D

Amrullah. S.Pd. HM
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip: 19670606 198903 1 010



LAMPIMN 1

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KAB.
LUWU TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2O2O
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK) SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU
TIMUR

I Lina Tangko. SP. MP Penata Kasie. Pupuk. Pengawasan Pupuk dan Pestisida
157112O820C6,042010 Tk.Ulll{ Pestisida dan

Alsin

Ho Narna/NIP. Pargkat/ Jabatan
Gol Strulrtural Nama Kegiatan

1. Maria, S.Pt
1976 10062005022003

Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-Undangal
Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Keluar Daerah
Monitorine dan Evaluasi

Penata
Tk.r/IIi-d

Kasubag
Umum dan
Kepegav'aiarr

I
Haspina, SP
).977062020t4102007

Penata
Muda
Tk.r/IIr-b

Staf Dinas 1. Pen-vediaal Komponen
Insta.lasi Listrik/ Penerangan
Bangu nan Kantor

2. Penl'edraan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

3. Penyediaal Alat Tulis .Kantor
3 Sitti Hadijah Warsa, SP

79770714 20t4102o02
Penata
Muda
Tk.i/ilr-b

Staf Di nas 1. Penyediaan Makanan dan
Minumal Tamu

2. Penyedian Bahan Bacaal dan
Peraturan Perundarrg-
Undangan

3. Penyediaal Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja

4. Penyediaal Jasa Kebersihan
Kantor

5. Penyediaa n Bahan Logistik
Kaitor

6. Penyediaan Jasa Surat
Men)'urat

7. Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung
Admini strasi /Teknis

4 Pam'li lly6s
19750610200801 1012

Penata
Muda/III-a

Staf Dinas Pemeliharaan Rutin / Berkala
Kendaraan Dinas / Operasional

Hazim, SP
1987072a2014101001

Penata
Muda/IIi-a

Staf Dinas Pemelih araan Rutil/ Berkala
Gedung Kantor

6 Rakhsan R.,S.Sos
198008072001031002

Penata/IIi-
C

Kasubag
Perencanaan

2.

1. Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan
Pen galggaran SKPD
Pen5rusunan Pelaporan
Akuntabilitas kinerja
Instansi Pemerintah

7 ] Rahayu, S.P
' 1975',t2182003122007

Penata
Tk.r/nr-d

Kasubag
Keuangarr

1. Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteral

2. Penyediaan Barang Cetakarr
dan Penggaldaal

3. Kunjungan Kerj a Dalam
Daera}



I i H. Bahar. SP Penata
19650725 199103 1 014 Tk.l/lll{

Kasie. Lahan
dan lrigasi

Pendampingan Prasarana dan
Sarana Pertanian

10. SisLvanto. S.Pt
197'107062006041008

P enata
Tk. ul[-d

Kasie. Produksi
Tanaman
Pangan dan
Hortikultura

Pendampjngan Kegjatan T anaman
Pangan

1 1 Benyamin P. S.P
1 97809302006041008

Penata
Tk.t/ilt-d

Kasie
Pengolahan &
Pemasaran
Tanaman
Pangan &
Hortikultura

Operasional Brigade Alat dan
Mesin Pertanian

12 Frans Bungin. P, S.Pt
19711220 2003121008

Penata
Tk.r/ilt-d

Kasie.
Perbibitan &
Produksi

1. Peningkatan Kapasitas Petugas
lnseminator

2. Penyediaan Sarana Prasarana
Pendukunq lB

13 Sukma RS, S.ft
19781007 200902 1 003

Penata illl-c Kasie.
Kesmavet,
pengolahan
dan pemasaran

Pembinaan dan Pengembangan
Usaha Peternakan

14 Roliana, S,Pt
157804122008012021

Penata
Tk.t/ln-d

Kasi Keswan Fasilitasi dan Pendampingan
Bantuan Bidang Peternakan.

15 Nawawi, S.St
19710710199803101 1

Penata
Tk.ylil-d

Kasie.
Pengelolaan &
Pemasaran
Hasil
Perkebunan

1. Monitoring, Evaluasi dan
Fasilitasi Pendampingan
Kegiatan Perkebunan

2. Promosi atas Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan Unggulan
Daerah

16 Charisma Kadang, SP
19831024 201001 2 023

Penata/lll-c Kasie.
Perbenihan &
Perlindungan
Perkebunan

Dukungan Perlindungan
Perkebunan dari Serangan
Organisme Pengganggu

11 Serlilino, S.Pt
197001012006042026

Penata
Tk. t/1il-d

Kasie.
Ketenagaan

1. Pertemuan Teknis Penyuluh
Pertanian

2. Penyusunan Programa Penyuluh
Pertanian

3. Peningkatan Kapasitas Penyuluh
Pertanian

18. Arisnawati,SP
19870307 201001 2013

Penata /lll-c Kasie.
Kelembagaan

't. Pembinaan dan Penyuluhan ke
Lembaga Pelaku Utama
Perkebunan

2- Musyawarah Tani (Tudang
Sipulung)

3. Pendampingan dan
P emberday aan Petani (Program
READ.SI)

4. Pekan Nasional (PENAS) Kontak
Tani Nelavan Andalan (KTNA)

Malili, 09 Janu

ATIRULLAH. S.Pd. MI{
PgK : Pembina Tk.l
Nip 19670606 198903 1 010



LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KAB. LUWU TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2O2O

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

SATUAN KERJA PEMNGKAT DAERAH OINAS PERTANIAN

TPH (OPT) dan Dampak Perubahan
lklim

9 Sukma RS S.Pt Penata /lll-c Kasre. Kesmavet. Pemeliharaan Kesehatan dar

No Nama/NlP. PangkaU
Gol

Jabatan
Struktural Nama Kegiatan

1 2 4 5

1. Subhang, S.Pt, M.Si
797 703252002121005

Pembina/
IV-a

Kepala Bidang
Peternaka-n

Optimalisasi Penggemukan Ternak
Sapi ,.

2. Darfal Husain, SP
t977 7tt22007 01 1013

Penata/
III-c

Kepa1a Bidaag
TPH

1. Pembangunan Gedung Kantor
2. PengadaanPerlengkapan

Gedung Kantor
3. Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor
4. Pengadan Alat dan Mesin

Pertanian
5. PemeliharaanRutin/Berkala

Geduno Kantor
3. Abd. GaJtur, S.ST

797a12192005021001
Penata
Muda
Tk.r/IIr-b

Staf Dinas '1 . Pendampingan dan
Pemberdayaan Petani
(Program READ-Sl)

2. Pekan Nasional (PENAS)
Kontak Tani Nelayan Andalan
(rflNA)

3. Pembangunan Taman,
Laoanoan/Fasilitasi Parkir

4. I Ketut Pasek, SP
19720s30 199203 1 007

Pembina/
lV-a

Kepala Bidang
PSP

Pengembangan dan Rehabilitasi
Sumber-Sumber Air DAK (Dam
Parit Kec. Mangkutana dan Kec.
Tomoni Timur, Pintu Air Kec.
Tomoni Timur dan Kec.
Mangkutana, lrigasi Tanah
Danqkal Kec. Wotu).

E H. Bahar, SP
19650725 199103't 014

Penata Tk.l
/ilt-d

Kasie Lahan dan
lrigasi

1. Pengembangan dan Rehabilitasi
Sumber-Sumber Air DAK
(Embung Kec. Nuha dan Kec.
Wasuponda, dan lrigasi Tanah
Dangkal Kec. Malili)

2. Pengembangan Rehab Sumber-
Sumber (JIDES Kec- Towuti dan
Kec. Malili)

3. Pembangunan dan Peningkatan
Jalan Produksi

6. Lina Tangko, SP, MP
1 9771 208200604201 0

Penata Tk.l/
lll-d

Kasie. Pupuk,
Pestisida dan
Alsin

1. Pembangunan dan Peningkatan
Jalan Usaha Tani

7. Muhtar, S.P
197906262008011010

Penata Tk.l
fiil-d

Kepala Bidang
Perkebunan

Ekstensifikasi, lntensifikasi dan
Peremajaan Tanaman Kakao

8 | Andi Riwayati, SP
I 1981 1205 201001 2 003

Penata./lll-c Kasie. I Perlindungan Tanaman Pangan
Perbenihan dan dan Serangan Organisme
Pedindungan PenggangguTanamanPangan

19781m7 200902 1 003 pengolahan dan Pencegahan Penyakit Meru a'



10 I Komang Darma, S.P
196612311989031123

Penata Tk.l/
ild

Kepala UPTD Balai
Produksi Benih
Tanaman Pangan,
Hortikultura &
Perkebunan

Operasional IKB

Malili, 09 Jan
PIt. KEPALA DI

AMRULLAH. S.Pd. MM
PgK : Pembina Tk.l
Nip : 19670606 198903 1 010

,



PFTTERIITTAII KABIIPATEN LIIWU TIMUR
DIIIAS PERTANIAN

Jalan: Soekarno Hatta, Pulcak Indah, lvtalili, 92981
Telepon/ Fax (O47 41 321 -538

Web: htrp / /dppp.luwutimurkab.eo.id Esai : dppdaluputimurkab.so-id

KEPUTUS$ KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEII LUWU TIMUR
Nomor : 32 TAIIUN 2O2O

TENTANG

PENUNJUKAN PE.JABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2O2O

KEPALA DINAS,
Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan

kegiatan, pengelolaan keuangan, maka dipandang perlu
menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Satuan
Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu
Timur Tahun Anggaran 2O2O;

b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Ke{a
Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2020;

Mengingat :

C.

1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Dinas Pertanian tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan
Keuangan (PPK) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas
Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2O2O;

Undalg-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47,
Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor
a2aQ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2O04 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahul 2004 Nomor
66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
440O);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunal \asional (l,e mbaran Negara
Republik Indonesia Tahu:r 2OO+ \omor 1 04, Tambahan
Lembara.:n Negara RepubLik Incionesia \omor 442 1);

c

4.



J.

6.

7.

8.

9.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangal a-ntara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(irmbaran Negara Republik indonesia Tahun 2OO4,
Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
a438);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana
Perimbangal (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 237, Talr'ba!;,an Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tanun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangal Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan [rmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 20O5 tentang Sistem Imformasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
slss);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O05 tentang
Pedoman Penl,usunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 20 10 tentang
Standar Akuntasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O1O Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol1 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaal Keuangan Daerah;

12. Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor
54 Thun 2O1O tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaal Keuangan Daerah
sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Perarural Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1

tentang Perubahal Kedua Atas Peraruran Menteri Dalam
Negeri \omor 13 Tahun 20O6 tenulg Pedoman Pengelolaal
Keualgan Daerah fBerita liegara RepubLik Indonesia Ta]run
201 1 \omor 31Or:



14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dal Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor O5 Tahun
2O19 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2O19 Nomor O5);

16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Uang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2O08 Nomor 18);

17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah di Likungan
Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);

18. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 49 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi, Kedudukan, T\rgas dan Fungsi, serta
Tata Keq'a Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur (Berita
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2O16 Nomor 49);

19. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang
Penjabaral Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2O19 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TENTANG
PENUNJUKAN PE.]ABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN
KABUPATEN LUWU TIMURTAHUN ANGGARAN 2O2O;

DIKTUM I

Ketentuan dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang
Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Satuan Kerja Perangkat
Daera,h Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2019 sebagai
berikut :

: Pejabat Penatausaha att Keuangan (PPK) Saluan Ke4a Perangkat
Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur tersebut
sebagaimara teriampir pada surat keputusan irri dal
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan
ini;

KESATU



KEDUA

KBIIGA

Tugas, s;e*'enang dan tanggungjawab Pejabat Penatausahaan
Keuargan (PPK) Safuan Kerja Perangkat Daerah Dinas
Pertanian adalah sebagai berikut :

a. Mela-kukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS
beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oieh Bendahara
Pengeluaran;

b. Menyiapkan SPM;
c. Melakukan verifikasi laporan pertanggungiawaban

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
d. Melaksanakan fungsi akuntasi pada SKPD;
e. Meny,usun laporan keuangar SKPD.

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2O2O.

Malili
9 Januari 2020

PIt. KEPALA DIN

Amrullah. S.Pd. MM
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip: 196706O6 198903 1 010

DIKTUM II

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KAB.
LUWU TIMUR NOMOR 32 TAHUN 2O2O
TENTANG
PENUNJUKAN PUABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN (PPK) SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2O2O

NO. NAMA/NrP. PANGKAT/GOL. .IABATAN

1. Kumalasari, SP/
799706142074042001

Penata/III-c Staf Dinas

Malili, 09 J uai2O2O
Plt. KEPALA DI S,

AMRULLIIH. S.Pd. MM
Pgkt : Pembina Tk.I
Nip : t967O6O6 198903 1 010



PEUERIITTAII KABI'PATEN LTIWU TIMUR
DINAS PERTANIAI{

Jalan : Soekarno Hatta, Puncak tndah, Malili, 92981
Telepon/Fax lO47 41 321 - 538

Web: http/ /dppp.luwutimurkab.go.id Email : dpprt-o,lu*utirnurkab.so.id

KEPUTUS$ KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LI'W'U TIMUR
Nomor : 33 TAHUI{ 2O2O

TENTANG

PENUNJUKAN PE.IABAT PENGADAAN BARANG/JASA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2O2O

Menimbang : a.
KEPALA DINAS,

bahwa dalam rangka pelaksanaa pengadaan barang/jasa
dapat ditunjuk satu orang Pejabat Pengadaan
Barang/Jasa lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Luwrr
Timur;

Dokumen Peiaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2O2O;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
daiam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusal
Kepala Dinas Pertanian tentang Penunjukan Pejabat
Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Perangkat Daerah
Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran
2020;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a27O);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20O3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negra^Republik Indonesia Nomor
a2a6\;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tenrang
Pemeriksaal Pengelolaal dal Tanggungias'ab Keuangan
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan kmbaran \egara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencalaal Pembalgulan Nasional ll,embaJan Negara
RepubLik Indonesia Tahun 2OO4 \ ornor 104. Tambahar
kmbaral \egara Republik Indonesia \omor 442 1):

c.

Mengingat : 1 .

b.

2.

J.

4.



5.

6.

7.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2OO4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20O5 Nomor 237, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Perat\.rran Pemerintah Nomor 56 Tanun 2O05 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2005 tentalg Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Imformasi Keuangal Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keualgan Daerah (l,embaran Negara Republik
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahal Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaral Negara Repubiik
Indonesia Nomor 4585);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 201O tentang
Standar Akuntasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaal Keuangan Daerah;

12. Peraturan Presiden Nomor O4 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun
2010 tentalg Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Thun 201O tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Luu.u Timur;

14. Perarwan Daerah Kabupaten Lusr-r Timur Nomor 05
Tahun 2019 renang Anggaran Pendapatal dan Belanja
Daerah Kabupaten Lusru Timur Tahun -{nggar an 2O2O
(kmbaral Daera-h Kabupaten Lun-u Ti:nur Tat-ru:.l 2I - i

8.

9.



15. Peraturarr Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2008

76.

tentang Pengelolaal Uang Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Luqm Timur Tahun 2008 Nomor 18);

Peraturan Bupati Luum Timur Nomor 11 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Likungan
Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2O14 Nomor 11);

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 49 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Ttrgas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu
Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2O16
Nomor 49);

18. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2O2O
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019
Nomor 41).

MEMUTUSI(AN:

MenetapKan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TENTANG
PENUNJUKAN PE.IABAT PENGADAAN BARANG/JASA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.

DIKTUM I

Ketentuan da-1am lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang
Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Perangkat daerah
Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 sebagai
berikut :

KESATU Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Perangkat
Daerah lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur
tersebut sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat
keputusan ini;

: T\rgas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Satual Kerja
Perangkat Daerah Dinas Pertanian adalah sebagai berikut:
1. Menlrusun rencana pemilihan Penyediaan Barang/jasa;

Menetapkan Dokumen Pengadaan;
Menetapkan besaran nominal Jaminan Penau'aran;
Mengumumkan pengadaan barangl j asa;

. Menilai kualifikasi penl'edia melalui pasca kualifikasi
atau prakualihkasi;
Meiakukan evaluasi terhadap pena\\'aran yartg
masuk:

Menetapkan pemenarlg:
\{engumumkan pemenang;
\lembuat iaporan mengena; pros€s dan hasrl
penqadaa-n kepada pel.tqquna bera::q iasa:

t7.

KEDUA

a
b
c
d

e.

f.

h.



: Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebarrkan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupa.ten Luwu Timur melalui Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas
Pertanian Kabupa,ten Luwu Tirnur Tahun Anggaran 2O2O.

DIKTUM II

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tarrggal ditetefkan.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal,l 9 Januari 2O2O

Amnrllah. S.Pd. tt
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip : 19670606 198903 1 010



I,AMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KAB, LUWU TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2O2O
TENTANG
PENUNJUKAN PE.IABAT PENGADAAN
BARANG/JASA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DINAS
PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2O2O

NO. NAMA PE.IABAT/NIP PANGKAT/GOLONGAN INSTANSI

1. MUH. RISAL BACHRI, SP
19730770 200604 1 004

Pembina/IV-a Dinas Pertanian
Kabupaten Luwu
Timur

Plt. KEPAlj, D

Anrullah. S.Pd. MM
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip: 19670606 198903 1 010



PEUERIITTAII KABIIPATEN LIIWU TIMIIR
DINAS PERTANIAN

Jalan : Soekarno Hatta, Puncak Indah, M^lil'i, 92981
Telepon/ Fax (0474) 321- 538

S eb: htrpl /dppp-luwutimurkab.qo-id Email : dppflaluwutimurkab.eo.id

TP TUSAII KEPAI"A DINAS PERTANIAN KABUPATEN LTTWT' TIMUR
Nomor : 34 TAHUN 2O2O

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM
PENGADAAN (SIRUP) NASIONAL SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2O2O

KEPALA DINAS,
Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan

Mengingat : 1.

kegiatan, pengelolaan keuangan, maka dipandang perlu
menunjuk Petugas Admin Sistem Informasi Rencana
Umum Pengadaan (SIRUP) Nasional Satuan KerjaT
Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwr,{
Timur Tahun Anggaran 2020;

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2020;

bahwa berdasarkal pertimbangan sebagaimana dimaksud
da-1am huruf a, dan b, periu menetapkan Keputusan
Kepala Dinas Pertanian tentang Penunjukan Petugas
Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
(SIRUP) Nasional Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas
Pertanian Kabupaten Luvru Timur Tahun Anggaran 2020;

Undalg-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a27Ol;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor
4246\;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

4- Undang-Undans Nomor 25 Ta]lul 2OO4 tentane Siste:r

b.

2.



J.

o.

7.

Undarg-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dal
Pemenntah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 237, Tambah..an Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tanun 2OO5 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 20O5 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Imformasi Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peratrrran Pernerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentalg
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahal Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyrsunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimai (kmbaran Negara Republik IndonesiaTahun
2005 Nomor 15O, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

1O. Peratrrran Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 201 1 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

12. Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 7O Tahun
2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Thun 201O tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintai;

13. Peratural Menteri Dalam Negeri \omor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keualgan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa ka,li teral<hir dengan
Peraturar \{enteri Dalam Negeri \omor 2 1 Tahun 201 1

tentang Perubahan Kedua Atas Peratural Menteri Dalam
\eeeri \omor 13 Tahun 200c tentarLg Pedoman

8.

9.



14. Peratural Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Luwu Timur;

15. Peraturan Daera,h Kabupaten Luwu Timur Nomor 05
Tahun 2O19 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2O2O
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019
Nomor 05);

16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Uang Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 18);

17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Likungan
Pemerintahzrn Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);

18. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 49 Tahun 2O76
tentang Susunal Organisasi, Kedudukan, T\rgas dan
Fungsi, serta Tata Ke{a Dinas Pertanian Kabupaten Luwu
Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016
Nomor 49);

19. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019
tentang Penjabaran Angga-ran Pendapatal dan Belanja
Daerai Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019
Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TENTANG
PENUNJUKAN PE.IABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN
PE.IABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.

DIKTUM I

Ketentuan dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang
Penunjukan Petugas Admin Sistem Informasi Rencala Umum Pengadaan
(SIRUP) Nasional Satuan Kerja Perangkat daerah Dinas Pertanian Kabupaten
Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

: Petugas Admin Sistem Informasi Rencaria Umum Pengadaan
(SIRUP) Nasional Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup
Dinas Pertanial Kabupaten Lunu Timur tersebut
sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat
kepurusan ini;

KESATU



KEDUA

KETIGA

Tugas Perugas Admin Sistem Informasi Rencala Umum
Pengadaal (SIRUP) Nasional pada Satuan Ke4'a Perangkat
Daerah Dinas Pertanian adalah sebagai berikut :

a. Meiakukan penginputan Rencana Umum Pengadaan
[RUP) SKPD melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana
Umurn Pengadaan (SIRUP);

b. Mendokumentasikan Rencana Umum Pengadaan
(RUP);

c. Berkoordinasi dengan Pejabat Pengadaan dan Petugas
LPSE;

d. Melaporkan hasil penginputan Rencala Umum
Pengadaan (RUP) kepada Pengguna Anggaran.

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen
Pelaksanaan .finggaran Satuan Keda Perangkat Daerah Dinas
Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2O2O.

Amrullah. S.Pd. MM
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip: 19670606 198903 1 010

DIKTUM II

Keputusan Kepa-la Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili



I.AMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KAE}. LUWU TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2O2O
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN SISTEM
INFORMASI RENCANA UMUM
PENGADAAN (SIRUP) NASIONAL DINAS
PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Malili, 09.lanuari 2O20

AMRULLAH. S.Pd. MM
Pgkt : Pembina Tk.I
Nip : 1967O6061989031010

Ilo Itlama/IlilP. Pangkat/
Gol

Jabatan
Struhural

1 2 J 4

1.
Hazim, SP
198to728 201410 1 001

Penata Muda /III-a Staf Dinas

c Debiyanti, S.Pd Staf Dinas



a'

PEMERINTAII I(ABITPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERTANIAN

Jalan : Soekarno Hatta. Puncak Indah, Ma]fi, 92981
Telepon,/ Fa-r \04741 321 - 534

wet : htto / / dpp o. lu, 1] uE urkab.eo.id Email : dppp(a)luwutimurkab.qo.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEIY LUWU TIMUR
l{omor : 48 TAHUN 2O2O

TENTANG

PENETAPAN WILAYAH BINA,AN DINAS PERTANIAN PADA DAERAH TERPENCIL
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA DINAS,
Menimbang : a. bahwa beberapa daerah di Kabupaten Luwu Timur masih

termasuk kategori daerah terpencil dan sulit untuk
dijangkau;

b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2O20;

Mengingat :

C.

1.

bahwa berdasarkal pertimbangan sebagaimana dimaksud
da,1am huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Dinas Pertanian tentang Penetapan Wiiayah Binaan Dinas
Pertanian pada Daerah Terpencii Kabupaten Luwu Timur;

Undang-Undang Nomor 7 Tallun 2OO3 tentang Pembentukan
Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 27, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47,
Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4246);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Talggungjawab Keuangan Negara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tarribaharr kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor
440o);

Undarg-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembalgulan Nasional (Lrmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
lrmbaral Negara RepubLik indonesia Nomor 4421);

2.

a

4.



.J.

6.

Undang-Undang Nomor 16 Ta-hun 2006 Tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92,
Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
46601;

Peraturan Pemeriltah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pen\usunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2OO9 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan
Penl.uluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87);

Peratura,n Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 tentang
Pengelolaal Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara
Nomor PER/O2IMENPANl2|2OOS tentang Jabatan
Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;

7.

8.

9.

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
35/PermentanlOT.MOlT l2OO9 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaal Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan
Angka Kreditnya;

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
5 1 /Permentan I OT. AO I 12 I 2OO9 tentang Pedoman Standar
Minimal dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
Penyuluhan Pertanian;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwrr Timur Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor O5 Tahun
2O19 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 05);

14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2OO8 tentang
Pengelolaan Uang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2O08 Nomor 18);

15. Peraturan Bupati Luqrr Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah di Likungan
Pemerintahal Kabupaten Luu'u Timur (Berita Daerah
Kabupaten Luuu Timur Tahun 2O14 Nomor 11);



16. Peraturan Bupati Lurru Timur Nomor 49 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi, Kedudukan, T\rgas dan Pungsi, serta
Tata Kerja Dinas Pertalian Kabupaten Luwu Timur (Berita
Daerah Kabupaten Lurlu Timur Tahun 2016 Nomor 49);

17. Peraturan Bupati Lusrr Timur Nomor 38 Tahun 2O19 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lu*r: Timur Tahun Anggaran 2O20 (Berita
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TENTANG
PENETAPAN WILAYAH BINAAN DINAS PERTANIAN PADA
DAERAH TERPENCIL KABUPATEN LUWU TIMUR.

DIKTUM I

Ketentuan dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang
Penetapan Wilayah Binaan Dinas Pertanian pada Daerah Terpencil Kabupaten
Luwu Timur sebagai berikut :

KESATU : Wilayah Binaan Dinas Pertanian pada Daerah Terpencil
Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tercantum dalam
iarnpiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat
Keputusan Kepala Dinas ini;

; Wilayah Binaan pada Daerah Terpencil sebagaimana dimaksud
dalam diktum kesatu didasarkan pada tingkat kesulitan tinggi
atau terpencil dengan kriteria antara lain :

a. tidak terjangkau dengan akses jalan angkutan umum;
b. Lidak memiiiki pasar desa;
c. tidak terjangkau saiana informasi.

KEDUA

DIKTUM II

Keputusan Kepa-1a Dinas ini mulai berla-ku sejak tanggal 10 Januari 2020.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 10 Januari 2020

P1t. KEPALA D

AMRULLAH. S.Pd. MMi.
pansEil-F€.u'ri;Jk]l-''
NIP:19670606 198903 1 010



IAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KAI}. LUWUTIMUR
NOMOR 48 TAHUN2O2O
TEI{TANG
PENETAPAN W]LAYAH BINAAN DINAS
PERTANIAN PADA DAERAH
TERPENCIL KABUPATEN LUWU
TIMUR

WILAYAH BINAAN PADA DAERAH TERPENCIL KABUPATEN LUWU TIMUR

Ifo Desa Kecamatan

1 2 3

L Cendala Burau
2. Batu Putih Burau
5- Uiung Baru Tomoni
4. Mahalona Towuti
5. Tole Towuti
6. Kalosi Towuti
.7 Buangin Towuti
8. Libukan Mandiri Towuti
9. Rante Anein Towrlti
10. Bantilane Towuti
11. Tokalimbo Towrrti
12. Masiku Towuti
13. Loeha Towuti
74. Matano Nuha
15. Nuha Nuha
t6. Kasinh,rwu Mangkutana

AilIRULLAH. S.Pd. MM,
Panskat,F;;bil;rkt e
NIP:19670606 198903 1 010



E-i

TEMERINTAH I{ABIIPATEN LTIWU TIMUR
DINAS PERTANIAN

Jalan : Soekarno Hatta. Puncak indah, Malili, 92981
Telepon/Fax \0474| 321 - 538

Web: hno,r,'ioop.lusutimurkab.go.id Emali : dpDprlul\uriralurkab.go.id

KEPUTUSAfl KEPALA DII{AS PERTAI{IAN I{ABUPATEN LIIWU TIMUR
Nomor : 49 TAHUN 2O2O

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN
SATUAN KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2O2O

Menimbang : a.
KEPALA DINAS,

bahwa untuk kelancaran dan efektifitas pelal<sanaan
kegiatan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan asset
Dinas, maka dipandang perlu menunjuk Panitia Pemeriksa
Hasil Peke{aan lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Luwu
Timur Tahun Anggaran 2O2O;

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2O20;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan
Kepala Dinas Pertalian tentang Penunjukan Panitia
Pemeriksa Hasil Peke4'aan Satuan Keda Perangkat Daerah
Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran
2020;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
427O);

Undang-Undang Nomor i7 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4246);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Perneriksaan Pengelolaan dan Ta-nggungjau'ab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400):

b.

Mengingat : 1.

U::ca::g-U::carg \o::icr 25 Tahur 2004 tenta:rg Sistem
Pr::ic;::aan Pe;: I a::g:lal \asior:aj tlrmbaran Negara
?-=: ..r'' < :::::::e si, Ta-::..::: 20G4 \orror 1C-1. Tambahan

2.

3.



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Talaun 2OO4, Tambahal kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2O05 tentang
Dalra Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2O05 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Peiayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 20 10 tentang
Standar Akuntasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 20 1 1 tentang
Pinjaman Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20i 1 Nomor 59, tambahan Lembaral Negara
RepuLrlik Indonesia Nomor 5219);

7.

6.

9.

10.

8.

1 1. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun
2O16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Luwu Timur;

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 05
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019
Nomor 05);

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Uang Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Luriu Timur Tahun 2008 Nomor 18):

Pe:a:-::a:: B.ipau Luqr: Tin:ur \omor 1 i Tahun 20 14
:-:: --a::g Peil cer ruka;r P:cduk H uku:n Daer-ah di Likungal
?:=e:--:::ana:: iia'ouaa:en Lu*r: Tirur rBenta Daerai

14.

15.

.c.



17. Perarurar Bupati Luwu Timur Nomor 49 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi, Kedudukar, Tugas dan
Fungsi, sefia Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Lus'u
Timur (Berita Daerah Kabupaten Lunu Timur Tahun 2016
Nomor 49);

18. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 202O
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2O19 Nomor
41).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN ,TENTANG
PENUNJUKAN PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN
SATUAN KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.

DIKTUM I
Ketentual dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang
Penunjukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Satuan Ke4'a Dinas Pertanian
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

KESATU

KEDUA

KETIGA

: Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Satuan Kerja [ngkup
Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur tersebut
sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat
keputusal ini;

: Tugas, wewenang dan tanggungjawab Panitia Pemeriksa Hasil
Pekerj aan adalah sebagai berikut:

a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum
dalam kontrak;

b. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui
pemeriksaan/ pengujian; dan

c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah
Terima Hasil Peke{aan.

d. Lain-lain sehubungan dengan penelitian kebenaran
pengadaan barang

: Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen
Pelaksanaal Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas
Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2O2O.

Ditetapkan di Malili
pada tanggai, 10 Januari 2020

Ammllah. S.Pd, ilU[-
Pangkat : Pembina Tk.l

DIKTUM II
Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Amrullah. S.Pd. MM lL
Prrgt.t , 

-F.-ui"" 
rr.Yl

Nip: 19670606 198903 1 010

o

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KAB. LUWU TIMUR
NOMOR 49 TAHUN 2O2O
TENTANG
PENUNJUKAN PANITIA PEMEzuKSA
HASIL PEKERJAAN DINAS
PERTANIAN KABUPATEN LUWU
TiMUR TIMUR

NO. NAMA/NIP KEDUDUKAN
DALAM PANITIA

INSTANSI

1.
AGUS KARNO, S.P
19820316 2014tOlOO2 KETUA

Dinas Pertanian
Kabupaten Luwu
Timur

2.
RAHMAWATI LATIEF, S.AN
t977040a2008012 009 SEKREIARIS

Dinas Pertanian
Kabupaten Luwrr
Timur

a Muliana, S.Sos
19651231 1993032045 ANGGOTA

Dinas Pertanian
Kabupaten Luwu
Timur



PETERIMAE KABI'PATEIiI LUWU TIXI'R
DtrAS PERTAI{IAN

Jaian : Soekarno Hatta. Puncak kldah, M.lili, 92981
TeiepoolFax (04741 321 - 538

web: htrp/ /dDDD.luElltimurkab.qo.id Email : dppp(D-luwutimurkab.go.id

I(EPU?USAS KEPALA DIIYAS PERTAIIAIY I(ABUPATDT I,US'U TIIIUR
Nomor , LLz ?AHUN 2O2O

TENTANG
PENETAPAN TENAGA HARIAIT LEPAS-TENAGA BANTU PEITYULUH
PERTANIAI{ (THL.TBPP} DI WILAYAH KABUPATEil LT'WTI TIMUR

TA,IAN 2O2A

Menimbang '. a.

KEPALA DINAS,

bahwa dalam rangka mengawal program pembangunan
pertanian serta penlngkatan produksi dan produktivitas
pertanian, maka perlu ditetapkan Tenaga Harian Lepas
Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP)
Angkatan l, ll dan lll Tahun 2020 Provinsi Sulawesi
Selatan;

bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tanaman
Panga, Hortikultura dan Perkebunan Nomor
561192810212020/TPH-BUN Tanggal 25 Februari 2020
tentang Penetapan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu
Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) Angkatan l, ll dan lll
Tahun 2020) Provinsi Sulawesi Selatan;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dafam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tenaga
Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-
TBPP) di wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4270)',

Mengingat : 1.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006

b.



7.

o

9_

4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2013 Nomor '131 , Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5433):

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4816);

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
O3iPermentan/)T .1401 1 1201 1 tentang Pedoman Pembinaan
Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
(Berita Negara Republik lndonesia Tahun 201 1 Nomor 51);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Luwu Timur,

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Likungan
Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 49 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu
Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu firnur Tahun 2016
Nomor 49);

10. Peratural Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2O19
tentarg Penjabaral Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggar an 2O2O
(Berita Daeral Kabupaten Luwu Timur Tahun 2O19
Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TENTANG
PENETAPAN TENAGA HARIAN LEPAS TENAGA BANTU
PENYULUH PERTANIAN DI WILAYAH KABUPATEN LUWU
TIMUR TAHUN 2020.

Penetapan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh
Pertanian (THL-TBPP) di wilayah Kabuptan Luwu Timur Tahun
2020, dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-
TBPP) mempunyai tugas sebagai berikut :

1) menyiapkan rencana kegiatan Peyuluh Pertanian,
melaksanakan tugas sebagai Penyuluh Pertanian,
mengembangkan kondisi sesuai kondisi setempat dan
memonitor serta mengevaluasl dan melakukan kegiatan
penyelenggaraan penyuluh pertanian:

2) menyebarluaskan rnformasi pembangunan pertanian di
wilayahnya dengan cara menyatnpaikan Vjsj. Misj StrategJ
dan Prinsip dari Pembangunan Pertanian serta Bersama

Menetapkan

KESATU

KEDUA



KETIGA

KEEMPAT :

KELIMA

KEENAM

3) memfasilitasi petani, kelompok tani dalam mengakses
teknologi, informasi, pasar, peluang usaha dan permodalan.

Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanran (THL-
TBPP) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab
kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Luwu
Timur:

Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-
TBPP) dahm melaksanakan iugasnya diberikan Honorarium
selama 1 (satu) bulan yaitu Desember 2020 berdasarkan
tingkat pendidikan dengan rincian sebagai berikut :

- besaran honorarium S1iD4 = Rp. 2.000.000/bulan

Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan
pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu
Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten
Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili

Pada Tangdal, 2 Maret 2O2O

Plt. KEPALA DI

Amrullah. S.Pd. MM/a
Pangkat : Pembina TYI

Nip: 196706O6 198903 1 010
Tembusan Keoada Yth :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur (Ssebagai laporan) di Malili;
3. lnspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;
4. Kepala BKPPD Kabupaten Luwu Timurdi Maiili;
5. Kepata BKPSDM Kabupaten l-uwu Timur di Matili;
6. Pertinggal.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
NOMOR 112 TAHUN2O2O
TENTANG PENETAPAN TENAGA HARIAN LEPAS.
TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN DIWILAYAH
KABUPATEN LTJWU TIMUR TAHUN 2O2O

TENAGA HARIAN LEPAS-TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN DIWILAYAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2O2O

Ditetapkan Maliti

2 Maret 2O2OPada Tan

Plt- KEPALA D

[6pllat1- S.Pd. MM L
p"rstat;E;Ei"" rt.F
Nip: 19670606 198903 1 01O

No. Nama Angkatan Nomor
Peserta

Tingkat
Pendidikan

Besaran
Hbnorarium

I Darlan, S.P 21000984 Strata I Rp. 2.000.000

2 Mesno Adisaputro, S.TP Il 1732501454 Strata I Rp- 2-000 000



PEUERIIrTAE KABT'PATEIII LUWU TIUT'R
DIITAS PERTANIAN

Jalan ; g6skarno Hatta, Puncak Indah, Malili, 92981
Telepon/Fax (A4741 321 - 538

web: http/ /dppo.luwutiEurkab.qo.id Email : dpor(Dluwutirnurkab.so.id

rePUTUSAI{ KEPATA DINAS PERTATYIAIY KABUPATEIY LUWU TIMUR
Nomor : 1SOTAIIUN 2O2O

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN NOMOR 31

TAHUN 2O2O TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) SATUAN KERJA PEMNGKAT DAEMH

DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMURTAHUN ANGGARAN 2O2O

KEPALA DINAS,
Menimbang : a. bahwa dengan adanya efisiensi Anggaral, maka ada

beberapa kegiatan yang dihilangkan untuk itu demi
kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan, pengelolaan
keuangan, maka dipandang perlu melakukan perubahan
penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Perangkat Daerah Dinas
Pertalian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaren 2O2O;

b. Dokumen Pelaksanaal Anggaran (DPA) Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2O20;

Mengingat : l.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Dinas Pertanian tentang Penunjukan Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) Satuan Ke{a Perangkat Daerah Dinas Pertanian
Kabupaten Luwrr Timur Tahun Anggaran 2O2O;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O03 tentang Pembentukan
Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47,
Tambaharr Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4246);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2O04 tentalg Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20o4 Nomor
66, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44OOl:

c

3.



4.

5.

6.

7.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaal Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O05 Nomor 237, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tanun 2OO5 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O5 Nomor 138, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 20O5 tentang Sistem Imformasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
51ss);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedomal Pen5msunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (kmbaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005
Nomor 15O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 201O tentang
Standar Akuntasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O1O Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OIl Nomor 59, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor
54 Thun 2O1O tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 201 I
tentang Perubahal Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun
2O16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 05 Tahun
2O79 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 05);

16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 20O8 tentang
Pengelolaan Uang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2008 Nomor l8);

17. Peraturarr Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2Ol4 ter,tang
Pembentukan Produk Hukum Daerah di Likungan
Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);

18. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 49 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi, Kedudukan, T\rgas dan Fungsi, serta
Tata Ke{a Dinas Pertalial Kabupaten Luwu Timur (Berita
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 49);

19. Peraturan Bupati Lu*'u Timur Nomor 38 Tahun 2O79 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2O2O (Beita
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TENTANG
PENUNJUKAN PF^IABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN
PBJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN KABUPATEN
LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.

DIKTUM I

Ketentuan dalam lampiran Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pertalian
tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) Satuan Ke{a Perangkat daera}r Dinas Pertanian
Kabupaten Luwu Timur Ta}tul Anggaran 2020 sebagai berikut :



KESATU

KEDUA

KETIGA

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan/ atau Pejabat Pelaksana
Tel<rris Kegiatan (PPIK) Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup
Dirtas Pertanian Kabupaten Lur*r-r Timur tersebut sebagaimana
terlampir pada surat keputusan ini dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

T\:gas Pejabat Pembuat Komitmen dan/ atau Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas
Pertanian adalah sebagai berikut :

1. Ttrgas Pejabata Pembuat Komitmen (PPK) :

a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa
yang meliputi: spesiliKepala Seksi teknis barang/jasa,
HPS dan rancangan kontrak;

b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani

Kuitansi/ Surat Perintah Kerja (SPK) / surat perj anj ian ;
d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan

barang/jasa kepada PA/KPA;
g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa

kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
h. Meiaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan

anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada
PA/KPA setiap triwulan; dan

i. Menyimpan dal menjaga keutuhan seluruh dokumen
pela-ksanaan pengadaar barang/jasa.

2. T\rgas Pejabat Pelal<sana Teknis Kegiatan (PPIE :

a. M engendalikal pelaksanaan kegiatan
b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
c. Menyiapkan dokumen anggar€rn atas beban pengeluaran

pelaksanaan kegiatan.

: Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020.

DIKTUM II

Keputusan Kepa-la Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal,

alili
Apil 2O2O

KEPALA DIN

Amnrllah. S.Pd. Hf
Pangka 1 : Pembina Tk.l
I'iip : 19670606 198903 1 010

P1t.



LAMPIMN 1

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KAB.
LUWU TIMUR
NOMOR 130 TAHUN 2O2O
TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN NOMOR 31
TAHUN 2O2O TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS
PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

a

Ifo IlaaalIIIP. Pangkat/
Gol

Jabatatr
Struktural Nama Ileglatan

1. Maria, S.Pt
797670062005022003

Penata
Tk.I/iIJI-d

Kasubag
Umum dan
Kepegawaian

l. Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan

2. Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Keluar Daerah

3. Monitorins dan Evaluasi
2 Haspina, SP

797706202014702007
Penata
Muda
Tk.r/ur-b

Staf Dinas 1. Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Ba.flgunan Kantor

2. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

3. Penyediaan Alat Tulis Kantor
3 Sitti Hadijah Warsa, SP

79770778 2074702002
Penata
Muda
Tk.r/IIr-b

Staf Di nas 1. Penyediaan Makanan dan
Minuman Tamu

2. Penyedian Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-
Undangan

3. Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja

4. Perryediaan Jasa Kebersihan
Kantor

5. Penyediaa n Bahan Logistik
Kantor

6. Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

7. Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung
Administrasi/Teknis

4 Ramli Ilyas
19750610200801 1012

Penata
Muda/III-a

Staf Dirras Pemeliharaan Rutinl Berkala
Kendaraan Dinas/ Operasional

5 Hazim, SP
t9ato72a20A 101001

Penata
Muda/III-a

Staf Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor

6 Rakhsan R.,S.Sos
198008072001031002

Penata/III-
c

Kasubag
Perencanaan

1. Penyrsunan Dokumen
Perencanaan dan
Penganggaran SKPD
Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas kinerja
Instansi Pemerintah

2.

7 Rahayu, S.P
1S7512182003122007

Penata
Tk.r/IIr-d

Kasubag
Keuangal

1. Penyusunan l,aporan
Keuangan Semesteran

2. Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan

3. Kuljur:ga:r Keq'a Dalarn
Daerah



o

8
Lina Tangko, SP, MP
197712082006,0r'.2010

Penata
Tk.t/iltd

Kasie. Pupuk,
Pestisida dan
Alsin

Pengawasan Pupuk dan Pestisida

9
H. Bahar, SP
19650725 199103 1 014

Penata
Tk.uilti

Kasie. Lahan
dan lrigasi

Pendampingan Prasarana dan
Sarana Pertanian

10. Siswanto, S.Pt
197107062006041008

Penata
Tk.vlil-d

Kasie. Produksi
Tanaman
Pangan dan
Hortikultura

Pendampingan Kegiatan Tanaman
Pangan

11 Benyamin P, S.P
19780930200604 1 008

Penata
Tk.vilt-d

Kasie
Pengolahan &
Pemasaran
Tanaman
Pangan &
Hortikultura

Operasional Brigade Alat dan
Mesin Pertanian

12 Frans Bungin. P,
19711220 200312

s.ft
I 008

Penata
Tk.uilt-d

Kasie.
Perbibitan &
Produksi

1. Peningkatan Kapasitas Petugas
Inseminator

2. Penyediaan Sarana Prasarana
Pendukuno lB

13 Sukma RS, S.ft
19781007 200902 1 003

Penata /lll-c Kasie.
Kesmavet,
pengolahan
dan Demasaran

Pembinaan dan Pengembangan
Usaha Petemakan

14 Rotiana, S.Pt
197804122008012021

Penata
Tk.uilt-d

Kasi Keswan Fasilitasi dan Pendampingan
Bantuan Bidang Peternakan.

15 Nawawi, S.St
197147101998031011

Penata
Tk.t/ilt-d

Kasie.
Pengelolaan &
Pemasaran
Hasil
Perkebunan

Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi
Pendampingan Kegiatan
Perkebunan

16 Charisma Kadang, SP
19831024 201001 2023

Penata/lll-c Kasie.
Perbenihan &
Perlindungan
Perkebunan

Dukungan Perlindungan
Perkebunan dari Serangan
Organisme Pengganggu

't7 Serlilino, S.ft
197001012006042026

Penata
Tk.vilt-d

Kasie.
Ketenagaan

1. Pertemuan Teknis Penyuluh
Pertanian

2. Penyusunan Programa Penyuluh
Pertanian

3. Peningkatan Kapasitas Penyuluh
Pertanian

18. Arisnawati,SP
19870307 201001 2 013

Penata /lll-c Kasie.
Kelembagaan

1. Pembinaan dan Penyuluhan ke
Lembaga Pelaku Utama
Perkebunan

2. Musyawarah Tani (Tudang
Sipulung)

3. Pendampingan dan
Pemberdayaan Petani (Program
REAO-SI)

Malili, 1 April
PIt. KEPALA DI'\

AHRULLAH. S.Pd. TT
PgK : Pembina Tk,l
Nip :19670606 198903 1 010



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KAB. LUWU TIMUR
NOMOR 130 TAHUN 2O2O
TENTANG
PERUBAHAN
KEPUTUSAN

ATAS SURAT
KEPALA DINAS

PERIANIAN NOMOR 31 TAHUN 2O2O

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN (PPK) SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS
PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

No Nama/NlP. PangkaU
Gol

Jabatan
Struktural Nama Kegiatan

1 2 3 4 5

1.
Subha-ng, S.ft, M.Si
t97to3252002121005

Pembina/
IV-a

Kepala Bidang
Peternakan

Optimalisasi Penggemukan Ternak Sapi

2.
Darfan Husain, SP
7977171.2200701 1013

Penata/
III-c

Kepala Bidang
TPH

1. Pembangunan Gedung Kantor
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor
3. Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor
4. Pemeliharaan RutiniBerkalaGedung

Kantor

a Abd. Ga-ffirr, S.ST
r978t2r92005021001

Penata
Muda
Tk.r/IIr-b Staf Dinas

1. Pendampingan dan Pemberdayaan
Petani (Program READ-Sl)

4.
I Ketut Pasek, SP
'19720530 199203 I 007

Pembina/
lV-a

Kepala Bidang
PSP

Pembangunan dan Peningkatan Jalan
Produksi (Kecamatan Burau,
Kecamatan Wotu, Kecamatan
Maokutana dan Kecamatan Kalaena.

5.
H. Bahar, SP
19650725 199103 1 014

Penata Tk.l
/ilt-d

Kasie Lahan dan
lrigasi

1. Pengembangan Rehabilitasi Sumber-
Sumber Air

2. Pembangunan dan Peningkatan
Jalan Produksi (Kecamatan Malili,
Kecamatan Wasuponda dan
Kecamatan Angkona).

o.
Lina Tangko, SP, MP
197712082006042010

Penata Tk.l/
ilt-d

Kasie. Pupuk,
Pestisida & Alsin

Pembangunan dan Peningkatan Jalan
Usaha Tani

7.
Muhtar, S.P
1 9790626200801 1 010

Penata Tk.l
/ilt-d

Kepala Bidang
Perkebunan

Ekstensifikasi, lntensifi kasi dan
Peremajaan Tanaman Kakao

8.
Andi Riwayati, SP
19811205 20',t001 2003 Penata/lll-c

Kasie.
Perbenihan dan
Pedindungan
TPH

Perlindungan Tanaman Pangan dari
Serangan Organisme Pengganggu
Tanaman Pangan (OPT) dan Dampak
Perubahan lklim.

9. Sukma RS, S.ft
19781007 200902 1 003

Penata /lll-c

Kasie. Kesmavet,
pengolahan dan
pemasaran

Pemeliharaan Kesehatan dan
Pencegahan Penyakit Menular Temak



I Komang Darma. S.P
196612311989031123

Penata Tk.l/
iltd

Kepala UPTD
Balai Produksi
Benih Tanaman
Pangan.
Hortikultura &
Perkebunan

Operasional IKB

10

[Ialili, 1 April 4020
PIt. KEPALA DINA

AMRULLAH. S.Pd. MM
Pgkt : Pembina Tk.I
Nip : 19670606 198903 1 010



PEIIERINTAII KABUPATEN LT'WU TIMUR
DINAS PERTANIAN

Jalan : Soekarno Hatta, Puncak 1164[, ]litalili, 92981
Telepon/Fax lo474l 321 - *A

Web: htto/ ldppp.luwutirrlurkab-eo.id Email : dopuOluwutimurkab.eo'id

I{EPUTUSAN KEPALA DINAS PERTAITIAN I{ABUPATEIT LUWU TIMUR
Nomor : 131 TNIUN 2O2O

TENTANG

TENTANG PENEMPATAN/MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAI"AM LINGKUP DINAS PERTANIAN KABUPATEN

LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2O2O

Menimbang : a.

KEPALA DINAS,

bahwa untuk memaksimalkan kebutuhan tenaga staf yang
ada dilingkup Dinas Pertanian maka perlu
menempatkan / mutasi PNS maupun Non PNS yang
,;,arnajnya tersebut pada lampiran keputusan ini;

bahwa narna-narna yang tercantum dalam lampiran Surat
Keputusan mengalami perubahan Tugas Pokok dan
Fungsinya dikarenakan beban ke{a yang harus
disesuaikan dengan jumlah staf yang ada;

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b
diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas
Pertanian.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (lrmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
a270\;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (kmbaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005
Nomor 150, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tanun 2016 tentarg
Perangka 1 Daerah;

b.



5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OL7 ter:tang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 49 Tahun 2O16
tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, T\rgas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu
Timur;

MEMUTUSKAIT:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPAI,A DINAS PERTANIAN TENTANG
PENEMPATAN/MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON
PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PERTANIAN KAE}UPATEN
LUWU TIMUR

DIKTUM I
Ketentuan dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang
penempatan/mutasi pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil lingkup
Dinas pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 sebagai
berikut :

KESATU

KEDUA

: Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang
narnanya tersebut datam lajur 2, dan tempat tugas dalam
lajur 4, dan menempatlan sebagaimana dalam lqjur 5
berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang
berlaku dalam daftar lampiran keputusan ini ;

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tangga,l, 01 April 2020

PIt. KEPALA DIIIAS

Aarullah. S.Pd. Mil
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip: 19670606 198903 1 010

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Matili;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
3. Sekretaris Daerah K\ab. Luwu Timur di Mali[;
4. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;
5. Kepala BIGSDM Kab. Luwu Timur di Ma.lili;
6. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
7. Yang bersalgkutan di tempat;



LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KAB,
LUWU TIMUR
NOMOR 131 TAHUN 2O2O

TENTANG
PENEMPATAN/MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
LINGKUP DINAS PERTANIAN KABUPATEN
LUWU TIMUR

DAFTAR NAMA DAN TEMPAI (BIDANG) TUGAS

penata Mr.rda staf Bidans . :t{Bl9:lg -

No. Nama/Nip
PangkaUGolon
qan

Tempat Tusas (SekertariaUBidang)
Lama Baru

1 2 3 4 5

1
Magdalena Toding T., S.TP
197704102005022003

Penata Tk.l/llld Staf UPT Balai
Benih

Staf UPT Balai
Benih

2 Hasan Basri, S.P
196212311991031117

Penata Tk.l/lll-c
Staf Bidang TPH
di Kecamatan
Tomoni Timur

Staf Bidang TPH
di Kecamatan
Tomoni Timur

3
Ruslang, S.P
196910032007011014

Penata/lll-c
Staf Bidang
Peternakan di
Puskeswan

Staf Bidang
Peternakan di
Puskeswan

4
Sukmawawti, S.Pt
197509032009022001

Penata/lll-c
Staf Bidang
Peternakan di
Puskeswan

Staf Bidang
Peternakan di
Puskeswan

5
Yusuf Priatna, S.P
19670101 1 991031 021

Penata/lll-c
Staf Bidang
Peternakan di
Puskeswan

Staf Bidang
Peternakan di
Puskeswan

6
Ridha Tahir, S.TP
19811't032006042010

Penata/lll-c
Staf Bidang TPH
di Kecamatan
Nuha

Staf Bidang TPH
di Kecamatan
Nuha

7
Haspina
197706202014102001

Penata Muda
Tk.t/ilt-b

Staf
Keuangan/Bendah
ara Penerimaan

Staf
Keuangan/Benda
hara Penerimaan

8
Rusdin, S.ST
197510032005021009

Penata Muda
Tk.uilt-b

Staf
Keuangan/Bendah
ara Penoeluaran

Staf
Keuangan/Benda
hara Penqeluaran

I Sitti Hadijah Warsa, S.P
197707182014102002

Penata Muda
Tk.t/ilt-b

Staf Bagian
Umum dan
Kepegawaian

Staf Bagian
Umum dan
Kepeqawaian

10
Kumalasari, S.P
199106142014042001

Penata Muda
Tk.t/ilt-b

Staf Perencanaan Staf Keuangan

11
Abgul Gaffur, S.ST
197812192005021001

Penata Muda
Tk.t/ilt-b

Staf Bidang
Sarana dan
Prasarana

Staf Bidang
Penyuluhan

12
drh. Riswandi
't9891006201404'1001

Penata Muda
Tk.t/ilt-b

Staf Bidang
Peternakan

Staf Bidang
Peternakan

13
Haristun
196604291991031071

Penata Muda
Tk.t/ilt-b

Staf Bidang
Peternakan di
Puskeswan

Staf Bidang
Peternakan di
Puskeswan

14
Yunus Balalembang
196906M1S92031014

Penata Muda
Tk.t/ilt-b

Staf Bidang
Petemakan di Pos
IB

Staf Bidang
Petemakan di
Pos lB

15
lmanuel Rampaloji, A.Md
196812092001 '121003

Penata Muda
Tk.l/ilt-b

Staf Bidang
Petemakan di
Puskeswan

Staf Bidang
Peternakan di
Puskeswan

i6 l;"j1p,fff",..,* :;'lffJ*" petemaxan di Petemakan di



Ramli llyas
197506102008011012

Penata
Muda/lll-a

Staf Bidang TPH Staf Keuangan

Staf Bagian Staf Bagia

AMRULLAH. S.Pd. MIII
Pangkat : Pembina Tk.l
Nip. 196706061 989031 01 0

. o Andarias Samo, S.STru 
197608132ooso21oo1

Penata
Muda/lll-a

stat Bagran I utat tsagtan
Umum dan i Umum dan
Kepegawaian/B"n I K"p"gr*aian/Be
dahara Baranq I ndahara Baranq

19
Hazim, S.P
198107282014101001

Penata
Muda/lll-a

Staf Perencanaan
Staf
Perencanaan

20
Agus Karno
198203162014101002

Penata
Muda/lll-a

Staf Bidang
Perkebunan

Staf Bidang
Perkebunan

21
Rahmawawti Latief, S.AN
197704082008012009

Penata
Muda/lll-a

Staf Bidang
Penyuluhan

Staf Bidang
Penyuluhan

22
Andi Dalaulang, A.Md
197520032010012009

Penata
Muda/lll-a Staf Keuangan Staf Keuangan

23
Fitri Achmad, S.P
19780325200906200't

Penata
Muda/lll-a

Staf Bidang TPH
di Kecamatan
Towuti

Staf Bidang TPH
di Kecamatan
Towuti

24 Dwilistyaningsih, S.P
197305112007012014

Penata
Muda/lll-a

Staf Bidang
Perkebunan di
Kecamatan Burau

Staf Bidang
Perkebunan di
Kecamatan
Burau

25
Kristian, S.P
196712152014091001

Penata
Muda/lll-a

Staf UPT Balai
Benih

Staf Bidang
TPH/Pengawas
Kebun
Hortikultura

26
Triono Baroto
'19il07061987'1 1'1002

Penata
Muda/lll-a

Staf BPP Kec.
Wotu

StafTPH di
Kecamatan Wotu

27
Nining Nurmalasari, S.P
199201082019032003

Penata
Muda/lll-a

Staf Bidang PSP Staf Bidang PSP

28
Muhammad Nur, S.ft
't99406262019031001

Penata
Muda/lll-a

Staf Bidang
Peternakan

Staf Bidang
Peternakan

29
Nursait
'r 98008172008011012

Pengatur Tk.l/ll-
d

Staf Bidang
Peternakan di
Puskeswan

Staf Bidang
Peternakan di
Puskeswan

30
Kaharuddin Surya
197207072014101001

Pengatur Muda
Tk.l/il-b

Staf Bidang
Peternakan di
Puskeswan

Staf Bidang
Peternakan di
Puskeswan

31
Asruddin Azis
198101152014101003

Pengatur Muda
Tk.t/il-b

Staf Bidang
Peternakan di
Puskeswan

Staf Bidang
Peternakan di
Puskeswan

32
Suriyanti
198109052014102001

Pengatur Muda
Tk.t/il-b

Staf Bidang
Perkebunan di
Kec. Tomoni

Staf Bidang
Perkebunan di
Kec. Tomoni

33
Aseh Tawakkal
198/0612201412',1001

Pengatur
Muda/ll-a

Staf Bagian
Umum dan
Kepeqawaian

Staf Bagian
Umum dan
Keoeqawaian



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN I(AB'

LUWU TIMUR
NOMOR 131 TAHUN 2O2O

TENTANG
PENEMPATAN/MUTASI NON PEGAWAI NEGERI

SIPIL LINGKUP DINAS PERTANIAN KABUPATEN

LUWU TIMUR

DAFTAR NAMA DAN TEMPAT (BIDANG) TUGAS

o

o

No. Nama/Nip
Jenis

Kelamin
Tempat Tugas (Sekert4qlel{EllFng)

Lama Baru

1 2 3 4 5

1 Hasnidar p
Administrasi Bagian
Umum dan
Kepegawaian

Administrast tsaglan
Umum dan
Kepeqawaian

2 Fatmawawti Mashud, SE P
Operator KomPuter
BPP Kecamatan
Nuha

Operator KomPuter
BPP Kecamatan Nuha

3 Hasnawawti Situju P
Pendamping Bidang
Perkebunan

Pendamping Bidang
Perkebunan

4 Vita Elvitaria P
Pendamping Bidang
PSP

Pendamping Bidang
PSP

5 Sudirman HS, ST L
Pendampingan
Bidanq PSP

Pendampingan Bidang
PSP

6 Sabri Muis L
Pendamping Bidang
Perkebunan

Pendamping Bidang
Perkebunan

7 Lukas Jafar L
Petugas Pengawas
Lalu Lintas Ternak

Petugas Kebun Horti

8 Monumen Berkat PanYua L
Petugas Pengawas
Lalu Lintas Ternak

Petugas Kebun Horti

I Milkha P Petugas Puskeswan Petugas Puskeswan

10 Selvijayanti P
Operator Komputer
BPP Kecamatan
Wotu

Operator Komputer
BPP Kecamatan Wotu

11 Rosmilasari, S.Si P
Administrasi
Keuangan

Administrasi Keuangan

12 Debiyanti M, S.Pd P
Operator Komputer
Bidanq TPH

Operator Komputer
Bagian Perencanaan

13 Ni Made Dian Andriani P
Operator Komputer
Bagian Umum dan
Kepeqawaian

Operator Komputer
BPP Kecamatan
Manokutana

14 Yayu Sudiarti P
Operator KomPuter
Bagian Umum dan
Kepeqawaian

Operator KomPuter
Bagian Keuangan

15
drh. Gusti Made
Widyantara, S

L
Bidang
Peternakan/Dokter
Hewan

Bidang
Peternakan/Dokter
Hewan

16 Daimuddin L
Sopir Mobil Dinas DP
8061 G

Sopir Mobil Dinas DP
8061 G

17 Baharuddin L Security Security

18 Amrullah L Security Security



19 Faisal F. Fretas L Cleaning Service Cleaning Service

20 Sarituddin L Cleaning Service Cleaning Service

21 Hasrullah L
Security UPTD Balai
Benih

Security UPTD Balai
Benih

PIt. KEPALA DINAS

AIiRULLAH. S,Pd. TII/I
Pangkat : Pembina Tk.l
Nip. 1 96706061 989031 01 0

o



I

PEMERINTAH KABUPATEN LIIWU TIMUR
DINAS PERTANIAN

Jalan : Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili, 92981
Telepon/Fax (0474]' 321 - 534

web: http/ /dpop.luwutimurkab.qo.id Email : dppdaluwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPAIII DINAS PERTAI{IAN KABUPATEN LI,IWU TIMT'R
Nomor : 136TAHUN2O2O

TENTANG

TENTANG PENEMPATAN/MUTASI PEGAWA] NEGERI SIPIL DALAM LINGKUP
DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2O2O

Menimbang : a.

KEPAI-A DINAS,

bahwa untuk memaksima,lkan kebutuhan tenaga staf yang
ada dilingkup Dinas Penanian maka perlu
menempatkan/ mutasi PNS yang namzrnya tersebut pada
lampiran kepurusal ini;

bahq-a nama-nama !-ang tercantum dalam lampiran Surat
Kepurusan mengalami perubahan Tugas Pokok dan
Fungsint-a dikarenakan beban ke{a yang harus
disesuailan dengan jumlah staf yang ada;

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dal huruf b
diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas
Pertanian.

Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
4270\;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OI4 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O14 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O05 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayaran
Minima-l (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Mengingat : 1.

b.

c

3.



4.

5.

Peratural Pemerintah Nomor 18 Tanun 20 16 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OL7 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 49 Tahun 2076
tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tlrgas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu
Timur;

Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 820/ 16/BIGSDM
tanggal 11 Mei 2O2O ter.tang Penempatan/Mutasi Pegawai
Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu
Timur.

6.

7.

KEDUA

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TENTANG
PENEMPATAN/MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS
PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

DIKTUM i
Ketentuan dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang
penempatan/mutasi pegav'ai negeri sipil lingi<up Dinas pertanian Kabupaten
Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2,
dari tempat tugas dalam lajur 4, dan menempatkal
sebagaimana dalam lajur 5 berdasarkan ketentuan dan
perundang-undangan yang berlaku dalam daftar lampiran
keputusan ini ;

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan
pada tanggal,

Plt. KEPALA D

Amrullah. S.Pd. MM
Pargkat : Pembina Tk.l
Nip: 19670606 198903 1 010

Tembusan :

1. Bupati Lusu Timur (sebaga.i laporan) di Malili;
2. Kerua DPRD lGbupaten Lu*u Timur di MaliJi;
3, Selaeraris Daerah Kab. Lus-u Timur di MaliLi;
4. Inspekrur Kabuparen Luu-J Timur di lv{aliLi:
5. Xepaia BL?SDU IlEb. Li:e-.r Tiaur & Va]]li;
6. iiepa-a Dinas PPL{D liao:pa:e:: Luq-ir Tt!:r.ir di \Ia.ili:
7. \'ar-g be r-r:gk- Ler- = -.=?4i:

Malili
12 Mei 2O2O



7

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERTANIAN KAB. LUWU TIMUR
NOMOR 136 TAHUN 2O2O
TENTANG
PENEMPATAN/MUTASI PEGAWAI
NEGERI SIPIL LINGKUP DINAS
PERTANIAN KABUPATEN LUWU
TIMUR

DAFTAR NAMA DAN TEMPAT DANG) TUGAS

No. Nama/Nip
PangkaUGolon
Ean

Tempat Tusas (SekertariaUBidang)
Lama Baru

1 2 4 5

I Suriyanti
198109052014102001

Pengatur Muda
Tk.v[-b

Penyuluh
Pertanian
Lapangan (PPL)
Desa Bangun
Karya Kec.
Tomoni

Staf Dinas

2
Rahmiyati
19830112 201410 2001

Penata
Muda/lll-a
PP Pelaksana
Lanjutan

Penyuluh
Pertanian
Lapangan (PPL)
Desa Mekarsari
Kec. Kalaena

Staf Dinas

PIt. KEPALA D

Amrulleh. S.Pd. MM/a
pr"E"t, -p.r"u1""Til. 

I
Nip : 19670606 198903 1 010



PEMERTNTAII EABIIPATET LIIMI TIIIIB
DIIIAS PERTAf,IAIT

,,';1,- -S.rej=::: i;:-z- ?:::r=| --caa- \{.'-1- 3-Li'

IGPT'TUSAX trEPAI"A DTXAS PERTArIAII KABI'PATEII I,{'TU TIII'R
Fomor : 137 TAIIIII{ 2020

TE\TANG

TENTANG PENEMPATAN / MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL (FUNGSIO\.{i
PENYULUH PERTANIAN) DA-I-AM LINGKUP DINAS PERTANIAN KABUPATE\

LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2O2O

Menimbang : a.
KEPALA DINAS,

bahwa untuk memaksimalkan kebutuhan tenaga
Fungsional Peny'uluh Pertalian yang ada dilingkup Dinas
Pertaniah Kabupaten Luwrr Timur, maka perlu
menempatkan/mutasi Fungsional Penyuluh Pertanian
yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini;

bahwa nama-narna yang tercantum dalam lampiran Surat
Keputusan mengalami perr.bahan Wilayah Kerja dan
Ttrgas Pokok serta Fungsinya dikarenakan beban kerja
yang harus disesuaikari dengan jumlah staf yang ada;

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b
diatas periu ditetapkan dengan keputusan Kepa-la Dinas
Pertanial.

Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a27Ol;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apa,ratur
Sipii Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang (

Pedoman Penr-usunal dan Penerapan Standar Pelayanan
Mirrimal (lembaran Negara Republik IndonesiaTa]run 2005
Nomor 150. Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia \omor 4585r:
Perarural Pemeriaa:l \omor 18 Tanun 2016 tentang
Perangkat Daera-h:
Perarural Pemerin'-a-r \omor 1 i Ta::'.:;r 201 7 tentalg
N{anaje=en Pegarai \egeri SipJ , krcbaran Negara
Repubiik Inoonesia Ta,1'.rn 2017 \omor 57. Tambaha::
trmbaran \esara Re:ublik lndones:a \onor 5O371;

c.

Mengingat : 1.

b.

2.

J.

+.

D.



a

6. Peraturar Bupati Luqr-r Timur Nomor 49 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, T\rgas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu
Tirnur;

7. Keputusan Bupatt
820/o3.a/BKPSDM

Luwu Timur
Tahun 2Ol7

Ditetapkan di
pada tanggal,

Nomor :

Penempatan/Mutasi Pegawai Negeri Sipil dalam
Pemerintahan Kabupaten Luwrr Timur

tentang
Lingkup

8. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 820/0 16/BKPSDIvI
tanggal 11 Mei 2020 tentang Penempatan/ Mutasi Pegarva-r

Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Lusu
Timur.

MEMUTUSKAN:

MenetapKal : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TENTANG
PENEMPATAN/MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
(FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN) LINGKUP DINAS
PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

DIKTUM I
Ketentua-n dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang
penempatan/mutasi Pegawai Negeri Sipil (Fungsional Penl'uluh Pertanian)
lingkup Dinas pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020
sebagai berikut :

KESATU

KEDUA

: Pegax'ai Negeri Sipil (Fungsional Penluluh Pertanian) yang
narnanya tersebut dalam lajur 2, dari tempat tugas dalam
Iajur 4, dal menempatkan sebagaimana dalam lajur 5
berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang
berlaku dalam daftar lampiran keputusan ini ;

: Keputusar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

2 Met 2O2O
Plt. KEPALA DIN

Amrullah, S.Pd. MM
Pangkat : Pembina Tk.l
Nip: 19670606 198903 1 010

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur {sebagai laporan) di MaliLi;
2. Ketua DPRD h?bupaten Lu\rr-r Timur di Malili:
3. Selaetaris Daerai Kab. LuEt Timur di \{a;i;::
4. Inspektur Kabupaten Lun-u Turur di \1ai-:
5. Kepala BKPSDM l<ab. Luu-.j TrB; dj \1a--:
6. Kepa-la Dinas PPKAD kabr:pa:er: L:1r-: :=:::: :: \la-j:
7. \'ang irrsargkutan rii rempar
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PEUERI}ITATI I(ABUPATEN LT'WU TIMUR
DINAS PERTANIAN

Jalan : Soekarno Hatta, Puncak krdah, Malili, 92981
Telepon/Fax (O47 41 321 - 538

web: http/ /dppp.lu\trutimurkab.so.id Email : dppdaluvutimurkab.eo.id

I(EPU?USAX KEPALA DINAS PERTAITIAIT KABI'PATEil LUW'U TIMUR
Nomor : 138TAHUN 2O2O

TENTANG

PENEMPATAN PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN (PPL) PADA DAERAH
TERPENCIL DALAM LINGKUP DINAS PERTANIAN KABUPATEN LTIWU TIMUR

TAHIJN ANGGARAN 2O2O

KEPALA DINAS,
Menimbang : a. bahwa beberapa daerah di Kabupaten Luwu Timur masih

termasuk kategori daerah terpencil dan sulit untuk
dijangkau;

c.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2020;

bahwa berdasarkan pertimbargan sebagaimana dimaksud
da1am huruf a, dal b, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Dinas Pertanian tentang Penetapan Wiiayah Binaan Dinas
Pertanian pada Daerah Terpencii Kabupaten Luwu Timur;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O03 tentang Pembentukan
Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O3 Nomor 27, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20O3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a246);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan darr Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44OO);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencalaal Pembangunan liasiona-l (Lembaran Negara
RepubLik lndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahal
kmbaral l,legara Republik Indonesia Nomor 4421);

Mengingat : 1,

b.

2.

.).

4.



5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem
Peny'r:1uhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92,
Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor
a66O);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2OO9 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan
Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara
Nomor PER/O2lMENPN{ l2l2OO8 tentang Jabatal
Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
35/PermentanlOT.l4OlT l2OO9 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan
Angka Kreditnya;

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
51/Permentan I OT.I4O / 12 /20O9 tentang Pedoman Standar
Minimal dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
Penyuluhan Pertanian;

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur;

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 05 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan darr Belanja Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 05);

14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2OO8 tentang
Pengelolaan Uang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2008 Nomor 18);

15. Peraturan Bupali Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentarg
Pembentukal Produk Hukum Daerah di Likungart
Pemerilta-hal Kabupaten Luqm Timur (Berita Daerah
Kabupaten Luqrr Timur Tahur 2014 Nomor 11);

12.

13.



16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 49 Tahun 2016 tentang
Susunal Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur (Berita
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 49);

17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2O19 tentang
Penjabaral Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

18. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 2SS/VII/TAHUN
2015 tentang Penetapan Wilayah Binaan Badan Pelaksana
Penyuluh Pertanian Perikanal dan Kehutanan pada Daerah
Terpencil Kabupaten Luwu Timur.

19. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 82O IO3.aIBKPSDM
Tahun 2O17 tentang Penempatan/ Mutasi Pegawai Negeri
Sipil dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur.

2O. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 82O /A16 /BKPSDM
tanggal 1 1 Mei 2020 tentang Penempatan/ Mutasi Pegawai
Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu
Timur.

2 1. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab. Luwu Timur Nomor :

137 tanggal 12 Mei 2O2O tentang Penempatan/Mutasi
Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten
Luwu Timur

MEMUTUSKAIT:

MenetapKan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TENTANG
PENEMPATAN PEI.IYULUH PERTANIAN L,APANGAN (PPL) PADA
DAERAH TERPENCIL DALAM LINGKUP DINAS PERTANIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR.

DIKTUM I

Ketentuan dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang
Penempatan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) pada Daerah terpencil dalam
lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

: Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) pada Daerah terpencil
sebagaimana tercantum dalan lampiran merupak an bagian
yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Dinas ini;

KESATU



KEDUA :

KETIGA :

Wilayah Binaan pada Daerah Terpencil sebagaimana dimaksud
da-larn dilrtu-rn kesatu didasarkan pada tingkat kesulitan tinggi
atau terpencil dengan kriteria antara lain :

a. tidak terjangkau dengan akses jalal angkutan umum;
b. tidak memitiki pasar desa;
c. tidak terjangkau sarana informasi.

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkalnya Keputusan
ini dibebankan pa.da Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Ke{a Perangkat Daerah Dinas Pertanian
Kabupa.ten Luwu Timur Tahrin Anggaran 202O.

Ditetapkan di Malili
pada tangga-l, 13 Mei 202O

AMRULLAH. S.Pd. MM
Pangkat : Pembina Tk.l
NIP:19670606 198903 1 010

DIKTUM II

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal 13 Mei 2O20.

KEPALA DIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KAB. LUWU TIMUR
NOMOR 135 TAHUN 2O2O
TENTANG
PENEMPATAN PEI.IYULUH
PERTANIAN LAPANGAN (PPL)
PADA DAERAH TERPENCIL
DALAM LINGKUP DINAS
PERTANIAN KABUPATEN LUWU
TIMUR

DAFTAR NAMA PEI{NJLUH PERTANIAN LAPANGAN {PPL} WII-AYAH BINAAN PADA
DAERAH TERPENCIL KABUPATEN LUWU TIMUR

15ffi'1112 201409 1 002 PP Pelaksana

I[o Nama/Nip
Pangkat/

Golongan/
Jabatan

Tempat
Tugas/WIBI Kecamataa

1 2 3

1.
Epandi, SP
19811123 200502'l 003

Penata/lll-c
PP Muda Desa Cendana Burau

2. M. Yusuf, SP
19750504 200604 1 0',17

Penata/lll-c
PP Muda Desa Batu Putih Burau

.).
Narling, SP
19661 107 200502 1 00'1

Penata/lll-c
PP Muda

Desa Ujung Baru Tomoni

4. Yusuf Alla'
19660310 2';014101002

Pengatur Muda
Tk.t/ il-b

PP Pelaksana
Desa Mahalona Towuti

5.
Agustinus Ranonto, S.ST
19720815 200502 1 009

Penata Muda
Tk.t/ ilt-b

PP Pertama
Desa Tole Towuti

6.
Yohan
19750305 201410 1 002

Pengatur Muda
Tk.u il-b

PP Pelaksana
Desa Kalosi Towuti

7. Bambang Sukoco, S.ST
19691216 200502 1 002

Penata Muda
Tk. t/ lil-b
PP Pertama

Desa Buangin Towuti

8. Muhammad Nyawani
19810306 2014101 001

Pengatur Muda
Tk.t/ il-b

PP Pelaksana

Desa Libukan
Mandiri Towuti

9. Nursia, SP
19660301 2007012024

Penata / lll-c
PP Muda

Desa Rante Angin
Desa Loeha Towuti

r0. Kamaruddin
19780105 201412 1 001

Pengatur Muda
Tk.u il-b

PP Pelaksana
Desa Bantilang Towuti

11.
Abidin, S.ST
19800814 200502 1 007

Penata Muda
Tk.t/ ilt-b

PP Pertama

Desa Tokalimbo
Desa Masiku Towuti

12. Novemrawati Sumule G, S.ft
19781129 201410 2 001

Penata Muda
Tk.t/ ril-b

PP Pertama
Desa Matalo Nuha

Pengatur Muda
Tk.t/ il-b13. 1ll?l,B-"11 Desa Nuha Nuha



Atfon Semrianus Tameo
19810914200502 1 005

Penata Muda/

PP Pelaksana
La niutan

Desa Kasintuwu

AMRULLAH. S.Pd. MM
Pangkat : Pembina Tk.l
NIP:19670606 198903 1 010

Plt. KEPALA DIN



PE'ITIaIU]T'I'AII KABUPATEIT LUWU TIMUR
DIITAS PERTANIAN

Jalan : Soekarno Hatta, Puncak ktdah, Malili, 92981
Telepon/ Fax (0474) 321 - 538

Web: hrto,/ /dppp.lu\rutimurkab.qo.id Email : dppd?-hr*r-rtirnurkab.eo.id

I(EPUTUSAfl I(EPALA DINAS PERTANIAN KABT'PATEIY LUWU TIMUR
Nomor | 144 TAIIUN 2O2O

TENTANG

PERUBAHAN IIATAS SUMT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN NOMOR 31

TAHUN 2O2O TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) SATUAN KERJA PERANGKAT DAEMH

DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2O2O

KEPAI,A DINAS,
Menimbang : a. bahwa dengan adanya efisiensi Anggaran, maka ada

beberapa kegiatal yang dihilangkan untuk itu demi
kelancaran dal efektifitas pelaksanaan kegiatan, pengelolaan
keuangan, maka dipandang perlu melakukan perubahan
penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Perangkat Daerah Dinas
Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Keda
Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perlalian Kabupaten Luwu
Timur Tahun 202O;

Mengingat : 1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Dinas Pertanian tentang Penunjukan Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) Satual Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2O2O;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O03 tentang Pembentukan
Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di
Provinsi Suiawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4246);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungiarrab Keuangan Negara
(kmbaral Negara Republik Indonesia Tahul 2004 Nomor
66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nornor
44OO);

c



O

4.

J.

6.

7.

8.

9.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tettang Sistem
Perencanaar Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keualgal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(l,embaran Negara RepubLik Indonesia Tahun 2OO4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20O5 Nomor 237, Tarr.bahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peratura,n Pemerintah Nomor 56 Tanun 20O5 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan L,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peratural Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Imformasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O10 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
slss);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 3O Tahun 2O 1 1 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2}ll Nomor 59, tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

11. Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 20 1 5 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor
54 Thun 2O10 tentang Pengadaa-n Barang/Jasa Pemerintah;



1 3. Peraruran ivlenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tenang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Perarwan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 201 1

tentang Perubahal Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
\egeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
201 1 Nomor 310);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lus'u Timur Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dar Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Tirnr-r Nomor 05 Tahun
2079 tentang Anggaran Pendapatan dan Belaaja Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2O2O (I*mbalan
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor O5);

16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Uang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2008 Nomor 18);

17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2OI4 tentar.g
Pembentukan Produk Hukum Daerah di Likungan
Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);

18. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 49 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur (Berita
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 49);

19. Peraluran Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2O79 tentang
Penjabaral Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2O2O (Berita
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TENTANG
PENUNJUKAN PF^IABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN KABUPATEN
LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.

DIKTUM I

Ketentuan dalam lampiran Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pertanian
tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPIK) Satuan Kerja Perargkat daerah Dinas Pertaniar.
Kabupaten Lusru Timur Tahun Anggaran 2O2O sebagai berikut :



KESATU

KEDUA

KETIGA

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan/atau Pejabat Peiaksana
Teknis Kegiamn (PPTK) Saruan Kerja Perangkat Daerah lingkup
Dinas Perranian Kabupaten Luq'u Timur tersebut sebagaimana
teriampir pada surat keputusan ini dal merupakan bagian yang
ddak terpisahkan dari surat keputusar ini;

Tugas Pej abat Pembuat Komitmen dan/atau Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan pada Satuan Keda Perangkat Daerah Dinas
Pertanian adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pejabata Pembuat Komitmen (PPK) :

a. Menetapkan rencana pelaksanaal pengadaan barang/jasa
yang meiiputi: spesifiKepa-la Seksi teknis barang/jasa,
HPS dan rancangan kontrak;

b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani

Kuitansi/ Surat Perintah Kerja (SPK)/ surat perjanjian;
d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan

barang/jasa kepada PA/KPA;
Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa
kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
Melaporkan kemajual pekerjaan termasuk penyerapan
anggaran dan hambatan pelaksanaan pekedaan kepada
PA/KPA setiap triwulan; dan

i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan pengadaan bararg/jasa.

2. T\rgas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :

a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
c. Menyiapkan dokumen anggarai atas beban pengeluaran

pelaksanaan kegiatan.

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan
Anggaral Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2O2O.

h.

DIKTUM II

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan
pada tan

P1t. KEPALA DIN

Malili
24 Juni 2O2O

S

Arlrnrllah. S.Pd- UU
Pangkat : Pembina Tk.l
Nip: 19670606 198903 1 01C



LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KAB.
LUWU TIMUR
NOMOR 144 TAHUN 2O2O

TENTANG
PERUBAHAN II ATAS SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN NOMOR 31

TAHUN 2O2O TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
SATUAN KERJA PEMNGKAT DAEMH DINAS
PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Ito I[a 'r' a / NIP. Pangkat/
Gol

Jabataa
Struktural NaEa Kegiataa

1 Maria, S.R
197 610062005022003

Penata
Tk.r/rrr-d

Kasubag
Umum dan
Kepegawaiaa

1. Bimbingan Teknis
Implementasi Perafuran
Perundang-Undangan

2. Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Keluar Daerah

2 Haspina, SP
1977062020t4102001

Penata
Muda
Tk.r/IIr-b

Staf Dinas l. Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/ Penerargarr
Bangunan Kantor

2. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

3. Penyediaarr Alat Tulis Kantor
4. Peny,u sunan Laporan

Keuangan Semestera;r
3 Sitti Hadijah Warsa, SP

797707la 2014102002
Penata
Muda
Tk.r/nr-b

Staf Di nas Penyediaaa Makanan dan
Minuman Tamu
Penyedian Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundalg-
Undalgan
Penyediaal Jasa Perbaikan
Peralatart Ke{a
Penyediaal Jasa Kebersihan
Kantor
Penyediaa n Bahan Logistik
Kalltor
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung
Administrasi/Teknis
Kunjungan Kerja Dalam
Daerah

4 Ramli Ilyas
19750610200801 1012

Penata
Muda/III-a

Staf Dinas Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Kendaraan Dinas / Operasional

5 Hazim, SP
198107282014101001

Penata
Muda/III-a

Staf Dinas 1. Pemelil.araan Rutin / Berkala
Gedung Kantor

2. Penyediaan Baralg Cetakan
clan Pensgandaan

6 Rakhsan R.,S.Sos
198008072001031002

Penata/III-
c

Kasubag ] 1. Peny'usunan Dokumen
Perencanaan Perencanaan dan

Penganggaran SKPD
2. Penrusunan Pelaporan

Akultabilitas kinela
Instalsi Pemerin ta-h.

3. \{onitonne da-n Eva-*a=



7
Lina Tangko, SP. MP Penata
197712082006042010 Tk.Uilt-d

Kasie. Pupuk,
Pestisida dan
Alsin

Pengawasan Pupuk dan Pestisida

8
H. Bahar. SP Penata
'19650725 199103 1 014 Tk.yllld

Kasie. Lahan
dan lrigasi

Pendampingan Prasarana dan
Sarana Pertanian

s. Siswanto. S.R
197107062006041008

Penata
Tk.vilt-d

Kasie. Produksi
Tanaman
Pangan dan
Hortikultura

Pendarnpingan Kegiatan Tanaman
Pangan

10 Benyamin P, S.P
197809302006M 1008

Penata
Tk.uilt-d

Kasie
Pengolahan &
Pemasaran
Tanaman
Pangan &
Horlikultura .

Operasional Brigade Alat dan
Mesin Pertanian

11 Frans Bungin. P, S.Pt
19711220 200312'1 008

Penata
Tk.vilt-d

Kasie.
Perbibitan &
Produksi

1. Peningkatan Kapasitas Petugas
lnseminator

2. Penyediaan Sarana Prasarana
Pendukung lB

3. Optimalisasi Penggemukan
Ternak Sapi.

12 Sukma RS, S.ft
19781007 200902 1 003

Penata /lll-c Kasie.
Kesmavet,
pengolahan
dan pemasaran

Pembinaan dan Pengembangan
Usaha Peternakan

13 i Roliana, S.Pt
197804122008012021

Penata
Tk. vil l-d

Kasi Keswan Fasilitasi dan Pendampingan
Bantuan Bidang Peternakan.

14 I Nawawi. S.St I Penata
197107101998031011 i TX.t/til-O

:

Kasie.
Pengelolaan &
'Pemasaran
Hasil
Perkebunan

1 . Monitoring, Evaluasi dan
Fasilitasi Pendampingan
Kegiatan Perkebunan

2. EKensifikasi, lntensifikasi dan
Peremaiaan Tanaman Kakao

1E Charisma Kadang, SP Penata/lll-c
19831024 201001 2023

i

l

Kasie.
Perb€nihan &
Pedindungan
Perkebunan

Dukungan Perlindungan
Perkebunan dari Serangan
Organisme Pengganggu

16 Serlilino, S.R
197001012006M2026

Penata
Tk.t/iltn

Kasie.
Ketenagaan

1 . Pertemuan Teknis Penyuluh
Pertanian

2. Penyusunan Ptograma Penyuluh
Pertanian

3. Peningkatan Kapasitas Penyuluh
Pertanian

17 Arisnawati,SP
19870307 201001 2 013

Penata /lll-c Kasie.
Kelembagaan

1. Pembinaan dan Penyuluhan ke
Lembaga Pelaku Utama
Perkebunan

2. Musyawarah Tani (Tudang
Sipulung)

3. Pendampingan dan
Pemberdayaan Petani (Program
READ-SI)

Malili, 24 Juni 2020
PIt. KEPALA DIMS,

ATRULLAH. S.Pd. MU
Pgkt : Pembina Tk.l
Nio : 19670606 198903'



LAMPIMN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KAB, LLIWU TIMUR
NOMOR 144 TAHUN 2O2O

TENTANG
PERUBAHAN
KEPUTUSAN

II ATAS SURAT
KEPALA DINAS

PERTANIAN NOMOR 31 TAHUN 2O2O

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN (PPK) SATUAN
KERJA PEMNGKAT DAERAH DINAS
PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

No Nama/NlP.
PangkaU

Gol

Jabatan
Struktural Nama Kegiatan

1 4 5

1
Subhang, S.ft, M.Si
197103252002121005

Pembina/
IV-a

Kepala Bidang
Peternakal

Optimalisasi Penggemukan Temak Sapi

2.
Darfan Husain, SP
1977 11122007 01 1013

Penata/
III-c

Kepala Bidang
TPH

1. Pembangunan Gedung Kantor
2. Pengadaan Periengkapan Gedung

Kantor
3. Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor
4. Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung

Kantor

J.
Abd. Galtur, S.ST
79741219200502100I

Penata
Muda
Tk.r/nr-b Staf Dinas

1. Pendampingan dan Pemberdayaan
Petani (Program READ-SI)

2. Pembangunan Taman,
Lapanqan/Fasilitasi Parkir.

4 I Ketut Pasek, SP
'19720530 199203 1 007

Pembina/
IV-a

Kepala Bidang
PSP

Pembangunan dan Peningkatan Jalan
Produksi (Kecamatan Burau,
Kecamatan Wotu, Kecamalan
Maqkutana dan Kecamatan Kalaena.

E H. Bahar, SP
19650725 199103 1014

Penata Tk.l
/ilt-d

Kasie Lahan dan
lrigasi

1. Pengembangan Rehabilitasi Sumber-
Sumber Air

2. Pembangunan dan Peningkatan
Jalan Produksi (Kecamatan Malili,
Kecamatan Wasuponda dan
Kecamatan Angkona).

6.
Lina Tangko, SP, MP
197712082006042010

Penata Tk.l/
ild

Kasie. Pupuk,
Pestisida & Alsin

Pembangunan dan Peningkatan Jalan
Usaha Tani

7.
Muhtar, S.P
'19790626200801 1010

Penata Tk.l
/ilt{

Kepala Bidang
Perkebunan

Ekstensifikasi, lntensifikasi dan
Peremajaan Tanaman Kakao

8
Andi Riwayati, SP
1981 1205 201001 2 003

Penata,/lll-c

Kasie.
Perbenihan dan
Pedindungan
TPH

Perlindungan Tanaman Pangan dari
Serangan Organisme Pengganggu
Tanaman Pangan (OPT) dan Dampak
Perubahan lklim.

L
Pemeliharaan Kesehatan dan
Pencegahan Penyakit Menular TemakSukma RS, S.ft

'19781007 200902 1

I Kasie. Kesmavet.

Penata /lll-c Pengolahan dan
pemasaran003



10

I Komang Darma, S.P
I 9661231 198(n31 123

Penata TkU
ili

Kepala UPTD
Bdd Pmdrksi
BerirTasnar
Pnrgilr,
Fffinra&
ftd<ebusr

Operasional IKB

W,21 tri 2r2O

AIRTTJI}L S.Pd. II
Pgld : Perntim Tkl
Nip : 19670$6 198SO3 1 010

(}

I



PEMERINTAH KABTIPATEN LII TU TIMUR
DINAS PERTAITIAN

Jalan : Soekarno Hatta, Puncak lndah, Ma-lili, 92981
Telepon/ Fax (0474) 321 - 538

web: http / /dppo-luwutimurkab.eo.id EEail : dopgalu\trutimurkab.eo.id

KEPUTUSAIT KEPALA DINAS PERTAIITHN KABUPATEN LIIWU TIMUR
Nomor : 119 TAfitIN 2O2O

TENTANG

PENUNJUKAN PE"IABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2O2O

KEPALA DINAS,
Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan efektifltas peiaksanaan

kegiatan, pengelolaan keuangan, maka dipandang perlu
menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Satuan
Keda Perangkat Daerah Dinas Pertanial Kabupaten Luwu
Timur Tahun Anggaran 2O2O;

b. bahwa Pejabata Penatausahaan Keuangan (PPK) 1'ang lama
an. Kumalasari, SP Nip. 1991061420i4042O01, Pangkat
Penata /III-c sedang Cuti Melahirkan;

c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Ke{a
Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2020;

Mengingat : 1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepa-la
Dinas Pertanian tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan
Keuangan (PPK) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas
Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentarg Pembentukan
Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2O03 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
42461;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentalg Pemeriksaan
Pengelolaal dan Tanggungjau'ab Keuangan Negara
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan kmbaral Negara Republik Indonesia Nomor
4400):

d.

2.

3.



4.

5.

6.

7.

8.

9.

Unda-ng-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangulan Nasional (l,embaran Negara
Repubtik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat darr Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20O5 Nomor 237, Ta:.nbahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tanun 2O05 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahal Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peratu-ran Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2O05 tentang Sistem Imformasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor
1 10, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
5 155);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2O05
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 t€ntang
Standar Akuntasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3O Tahun 2O1 1 tentang
Pinjaman Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol7 Nomor 59, tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2Ol5 tentang
Perubahal Atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor
54 Thun 2010 tentang Pengadaar Barang/Jasa Pemerintah;



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengeloiaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011Nomor310);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur;

15. Peratural Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor O5 Tahun
2079 ter^tarrg Anggaran Pendapatan dan Belalja Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2O2O {l'embarao
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 05);

16. Peratural Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 20O8 tentang
Pengelolaan Uang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2008 Nomor 18);

17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor l1 Tahun 2Ol4 tentalrg
Pembentukan Produk Hukum Daerah di Likungan
Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);

18. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 49 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi, Kedudukan, T\rgas dan Fungsi, serta
Tata Keda Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur (Berita
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2O16 Nomor 49);

19. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2079 tentang
Penjabaran Anggaral Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2O2O lBeita
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2O19 Nomor 41).

MEMUTUSIIAI{:

MenetapKan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TENTANG
PENUNJUKAN PE.IABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2O2O;

DIKTUM I

Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan
Keuangan (PPK) Satuan Keda Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten
Luwu Timur Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :



4.

5.

6.

7.

8.

9.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4,

Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a438],;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 237, Tarnbahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tanun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Imformasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2010 Nomor
1 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s l ss);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Peiayanan
Minimai (kmbaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol1 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2Ol5 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2O10
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor
54 Thun 2010 tentalg Pengadaal Baralg/Jasa Pemerintah;



KESATU

KEDUA

KETIGA

Memberhentikan Saudara (i) Kumalasari, SP Nip.
19910614201404200l, Pangkat Penata /III-c dari Jabatar
sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Satuan Kerja
Perangkat Daerah lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Luwu
Timur dan menetapkan Saudara (i) Rahayu, SP Nip.
197512182003122007, Pangkat Penata Tk.I/III-d sebagai
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Satuan Keda Perangkat
Daerah lingkup Dinas Pertanial Kabupaten Luwu Timur;

Tugas, wewenang dan tanggungiawab Pejabat Penatausahaan
Keuangar (PPK) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas
Pertanian adalah sebagai berikut :

a. Melal<ukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS
beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran;

b. Menyiapkan SPM;
c. Meiakukan verifikasi laporan pertanggungiawaban

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
d. Melaksanakan fungsi akuntasi pada SKPD;
e. Men5rusun laporan keuangan SKPD.

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggatan 2O2O.

Ditetapkan di Malili
pada tangga1, 25 Juni 2O2O

DIKTUM II

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada talggal ditetapkan.

Amrullah. S.Pd. MMi"
P""gf."t ' P.-ti* tF.f
Nip: 19670606 198903 1 010



PEMERINTAH KABIIPATEI{ LUWU TIMUR
DINAS PERTAI{IAN

Jalan : Soekamo Hatta, Puncak Indah, Malili, 92981
Telepon/ Fax 10474) 321. - 538

Web: httpl/dpoo.luwutimurkab.so.id Email : dppdaiuwutimurkab.eo.id

KEPUTUS$ XEPALA DINAS PERTANIAN KABTIPATEI{ LUWI' TIMT'R
Nomor : 153 TAHUN 2O2O

TENTANG
PENSTAPAN PE.IABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN KEGIATAN

PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA FISIK (PEMBANGUN,{N DAN
PENINGKATAN JALAN USAHA TANI, PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN

JALAN PRODUKSI DAN PENGEMBANGAN REHABILITASI SUMBER-SUMBER
AIR) LINGKUP DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN

ANGGARAN 2020.

Menimbang:
KEPAIA DINAS,

bahwa dalam pelaksanaan penyerahan hasil pekerjaan
pada Kegiatari Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik
(Penembangan dan Peningkatan Ja-lan Usaha Tani,
Pengembangan dan Peningkatan Jalal Produksi dan
Pengembangan Rehabilitasi Sumber-Sumber Air) Lingkup
Dinas Dinas Perianian Kabupaten Luwu Timur, perlu
menetapkan Pejabat Pemeriksa Hasil Peke{aan (fiPHP);

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja
Perangkat Daeral:r (SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten
Lurlu Timur Tahun 2020;

bahwa berdasarkal pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dar huruf b, perlu menetapkan Kepufusal
Kepala Dinas Pertanian tentang Pejabat Pemeriksa Hasil
Pekerjaan (PJPHP).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukal Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (l-embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O03 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a270\;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangal
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47.
Tambahan l,embaral Negara Republik Indonesia Nomor
4246);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OM tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dal Tanggulgjas-ab Keuangart
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Taiun 20O4
Nomor 66, Tambahal Lembaran \egra Republl<
Indonesia Nomor 4400);

Mengingat

c.

1.

b.

2_

3.



4.

5.

6.

8.

9.

7.

Undarrg-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan anta.ra Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daeral'r (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O05 Nomor 237, Tanbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tanun 2OO5 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2O05 tentang Sistem
Imformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Peny-usulan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (kmbaran Negara Republik IndonesiaTahun 20O5
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 5165);

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentarg
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O11 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O 19 tentang
Pengelolaan Keuangal Daerah;

12. Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 20 1 5 tentang
Perubahal Atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun
2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraruran Presiden
Nomor 54 Thun 2010 tentalg Pengadaan Barang/Jasa
Pemeriltah;



Menetapkan :

13. Peratural Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6
tentang Pedomal Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 201 1

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengeloiaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O 1 1 Nomor 310);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunal Perangkat
Daerah Kabupaten Luwu Timur;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 05
Tahun 2079 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2O2O
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019
Nomor 05);

16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Uang Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Luu'r.r Timur Tahun 20O8 Nomor 18);

17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Likungan
Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur {Berita Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);

18. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 49 Tahun 2O16
tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, T\rgas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu
Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016
Nomor 49);

19. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2O2O
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2O19 Nomor
4r\.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TENTANG
PENETAPAN PE.IABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN
(PJPHP) KEGIATAN PENGEMBANGAN SARANA DAN
PRASARANA FISIK (PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN
JALAN USAHA TANI, PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN
JALAN PRODUKSI DAN PENGBMBANGAN REHABILITASI
SUMBER.SUMBER AIR) LINGKUP DINAS PERTANIAN
KABUPATEN LT'WU TIMUR TAHUN ANGGA,RC.\ 2020.



I\:ESATU

KEDUA

KRTIGA

Menunjuk Nining Nurmalasari, S.P Nip. 19920108 2Ol9O3 2
003, Pangkat Penata III/a. Sebagai Pejabat Pemeriksa Hasil
Pekerjaan kegiatan Pengembangan Sarana da.rr Prasarana Fisik
(Penembangan dan Peningkatan Jalan Usaha Tani,
Pengembangan dan Peningkatan Jalan Produksi dan
Pengembangan Rehabilitasi Sumber-Sumber Air) lingkup
Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran
2020.

T\rgas Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (BPHP) adalah
memeriksa Administrasi hasil pekerjaan pengadaan
Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bemilai
paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
dan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp.
1 OO.OOO.0OO,OO (serafus juta rupiah).

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya
keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten
Luwu Timur Tahun Anggaran 2O2O;

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Malili
: O1 Juli 2O2O

P1t. KEPALA D

Amruffsh. S.Pd. Mil{.
e.',gk;tiP.*biEt.t
Nip: 19670606 198903 1 010

Tembusan kepada Yth:
1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Maliltl
3. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;
4. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Luwu Timur di Ma-lili;
5. Ya-ng bersangkutan;
6. Arsip.



PEIIERIIYTAH I{ABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERTANIAN

Jalan : Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili, 92981
Telepon/Fax (4474], 321 - 538

Web: http/ /dpop.luwutimurkab.so.id Email : dppgoluwutimurkab.eo.id

KEPUTUSAIIT XEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LI.ItrIU TIMUR
Nomor : 167 TAIIUN 2O2O

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

PADA KEGIATAN SUMBER-SUMBER AIR SATUAN KER.IA PERANGKAT DAERAH DINAS
PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2O2O

KEPALA DINAS,
Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan kebijalan pada

Kementerial Pertanian Tahun 2O2O, khusus untuk Dana
Alokasi Khusus yang telah ditetapkan lokasi pada
Wilayah/ Daerah masing-masing, maka demi kelancaran dan
efektifrtas pelaksalaan kegiatan, pengelolaan keuangan,
maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komilmen
(PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Kegiatan Sumber-
Sumber Air Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten
Luwu Timur Talun Anggaran 202O;

b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Ke{a
Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2020;

Mengingat : 1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Dinas Pertanian tentang Penunjukan Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Kegiatan
Sumber-Sumber Air Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas
Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2O2O;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O03 tentang Pembentukan
Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Talr:bahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembara-n Negara Republik Indonesia Nomor 47,
Tambahan kmbararl Negara Republik Indonesia Nomor
42461;'

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaal
Pengelolaal dan Tanggungjasl-ab Keualgan Negara
[.embararr Negara Republik Indonesia Taiun 20O4 Nomor
6,6, Tambahal lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
-i-lOOr:

2.

3.



4.

5.

6.

7.

8.

9.

Undang-Undalg Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunal Nasional (Lembaran Nega-ra
Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 104, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
aa38l;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2O05 tentang Dana
Perimbangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 237, Ta:rnba}:'an Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 4575);

Peratr.rran Pemerintah Nomor 56 Tanun 2OO5 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2O05 tentang Sistem Imformasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s155);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Peny'usunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2OO5
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 3O Tahun 2O11 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O1l Nomor 59, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keualgan Daerah;

12. Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 20 1 5 tentang
Perubahan Atas Peraruran Presiden Nomor 70 Tahun 2010
tentang Perubahal Kedua Atas Peraruran Presiden Nomor
54 Thun 2O1O tenta:ng Pengadaa-n Barangl'Jasa Pemerintah;



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keualgan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tatrun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaal
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun
2O16 tentang Pembentukan dal Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 05 Tahun
2079 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2O2O {Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 05);

16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Uang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2008 Nomor 18);

17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2O14 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah di Likungan
Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor l1);

18. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 49 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi, Kedudukan, T\rgas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur (Berita
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 49);

19. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2079 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2O2O (Beita
Daeratr Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TENTANG
PENUNJUKAN PE^IABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) KEGIATAN
DANA AIOKASI KHUSUS (DAK) PADA KEGIATAN SUMBER-SUMBER
A]R SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERIANIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.

DIKTUM I
Ketentuan dalam Keputusan Kepala Dilas Pertaniar tentang Penunjukan
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana A-lokasi Khusus (DAK) pada Kegiatan
Sumber-sumber Air Satual Keda Perangkat daera-h Dinas Pertanian Kabupaten
Luwu Timur Ta-l.r.in Anggaran 2O2O sebagai berikut :



KESATU

KEDUA

KUIIGA

Menunjuk Saudara Abd. Ga,ffur, S.ST Nip.1978L2l92OO5O2lOOl ,

Pangkat Penata Muda Tk.I/[I-b sebagai Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Kegiatan
Sumber-Sumber Air Satuan Ke{a Perangkat Daerah lingkup
Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur;

Tugas Pejabat Pembuat Komitmen Dana Alokasi Khusus (DAK)

pada Kegiatan Sumber-Sumber Air (DAK) pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah Dinas Pertanian adalah sebagai berikut:

1. T\rgas Pejabata Pembuat Komitmen (PPK) :

a. Menetapkan rencaila pelaksanaan pengadaan barang/jasa
yang meliputi: spesifrKepala Seksi teknis barangljasa,
HPS dan rancangan kontrak;

b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatalgani

Kuitansi/ Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan

barang/jasa kepada PA/ KPA;
g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan baralg/jasa

kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan

allggaran dan hambatan pelaksalaan pekerjaan kepada
PAl KPA setiap triwulan; dan

i. Menyirnpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelalsanaan pengadaan barang/jasa.

: Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perlanian
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020.

pada tan
Malili
2 Agustus 2020

KEPALA D

I

Amrullah. S.Pd. MMLj
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip: 19670606 i98903 1 010

DIKTUM II

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan
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PET'ERIHTAH KABUPATEN LI.rIIYU TIiIUR
DII{AS PERTANIAN

Jalan : Soekamo Hatta. Puncak lndah. Malili. 92981
TebpruFax (0474i 321 - 538

!e&b: tflprfu,l$.nnimuftab-oo-id Email : doo@hjlflutirnrrtab-@-1,

KEPUTUSAN }GPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TII'UR
Nomor : tg7 TAHUN 2020

TENTANG

"'El''tUl'JJU,t/..AlJ 
PETUGAS PEI'lGll,l!PU-iAlJ SISTEi''| Ii'JFCRIJIASI PEtJlERlI'ITAHAI'J

DAERAH (SIPD) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2O2O

KEPALA DINAS.
Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan

legiatan tersebut, maka dipandang pedu menunjuk Petugas
Pengimputan Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur
Tahun Anggaran 2019;

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerla
Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Luwu
Timur Tahun 20'19;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan
NeIJara [Jrflas rertarna tentafig relugas rengrmpulan Drslem
lnformasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Satuan Kerja Perangkat
Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun
Anggaran 2019;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2AO3 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20O;q Nosror 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a27O);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia
i,iomor 47, Tambahan Lembaran i,iegara Repubiik
Indonesia Nomor 4246);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Mengingat '. 1.

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencalaa:r Pembalgunan Nasionai (Lembaran Negara
Repubiij< incionesia Tahun 2OO4 iiomor i04. Tambahan

b

2.

.)-



6.

,-

8.

9.

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Pe::imbangan Keualgan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah ii,embaran i'iegara Repubiik
Indonesia Tahun 2O04, Tambahan kmbara-n Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2OO5 i.[omor 237, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tanun 2OO5 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaral .Negara
Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
rl^-^-.j.^+^l^ r\r^*^- 4E,T\^L.-- Or1rlE +arir-- I)^F.t-^L^-i-Cliicillit;iii ilUiiiUi (j\, i:ijiiiii z;UU., LGiiLarrE r cl Ltl-,<rrr<ll.t

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Imformasi Keuangan Daerah (Lembaran
iiegara Republik incionesia Tahun 20 i 0 iiomor i i 0,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
515s);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Peiayanan fuiinimai (irmbaran i.iegara Repubiik
IndonesiaTahun 2O05 Nomor iSO, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraruran Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 20 i 0 tentang
Standar Akuntasi Pemerintah (Lembaran Negara
Repubiik incionesia Tahun 2OiO iiomor i23, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

IO. Peratural Pemerintah Nomor 3O Taltun 2O11 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219|;

1 1 D^-^+.--^- D^*^-:-+^L l\r^-^* 1., 'T\^L,,- /)rll al +--+^-^i i. a-iai-ai,iii-ai r -iiiciiili.aii iiiiiiiiji rz !all'.ur 4\rr7 LL111416

Pengelolaan Keuangan Daerah;

\2. Peraturan, Presiden i.,iomor O4 Tahun 2O i 5 ientang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 7O Tahun
2ALO tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Thun 2O1O tentang Pengadaar
Barangf Jasa Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6

tentang Pedoman Pengeloiaan Keuangan Daerah
^^1^^-^:*^-^ r.^1^L l:,-L^r^ L^L^-^-^ !--!i +^-^1,Li-ScUa8iiiiiiiiiiil Luiiija (ii i-r irarr LJ!(.,Lraya Acur.

dengarr Peratural Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
ivieni.eri Daiam iiegeri i.iomor i3 Tahun 2AA6 Leni-ang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah {Berita Negara
Republi}< Indonesia Tahun 20 i i Nomor 310i:



ffislretaPrar r

14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8
Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur;

15. Peratura-n Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor O5
Tahun 2O19 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Luu'u Timur Tahun Anggaran 2O2A
(l,emtraran Daerah Katrupaten Luwu Timur Tahun 2O I 9
Nomor O5);

1< T't^-^c--^- D,.-^+: L,---, /Tr:*,,- \l^-^- ',l o ,Tr^L-.- or\^o
iO. i'Ciali-iiii.ii EijPaij iJaiwij I iliiiii llvii(-rr ro la.lrL{ll .6l.ru(,

tentang Pengeioiaan Uang Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 18); .

17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014
tentang Pembenrukal Produk Hukum Daerah di
Lii<ungan Pemeriniahan Kabupaien Luwu Timur (Beriia
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);

78. Peraturan Bupati Lurru Timur Nomor 49 Tahun 2O76
tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, T\rgas dan
Fungsi. serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten
Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2016 Nomor 49):

19. Peraturan Bupati Luqrr Timur Nomor 38 Tahun 2019
tentang Penjabaral Angaral Pendapatan dan Belanja
Daerah i(abupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2A2O
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019
Nomor 4 i).

MEMUTUSKAN:

. NETUttJ!)A|l{ ]\E rr'\Lf\ lJttYAO rEr\Ifltrlf\tr lEllltl\l\\)
PENUNJUKAN PETUGAS PENGIMPUTAN SISTEM INFORMASI
PEMERINTAHAN DAEMH (SIPD) SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DINAS PERTANIAN 

'GBUPATEN 
LUWU I,MUR

TAHUN ANGGARAN 2020.

BTKTUM t

Ketentuan dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Penunjukan
Peh.rgas Pengimputan Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Satuan Ke4a
Perangkat daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020
sebagai berikut :

KESATU : Petugas Pengimputan Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Dinas Pertanian
r\aouPale[ Luwu i rrfiul rerseuut l'cuagallna a tEfiartllJrl lJaua
surat keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari surat keputusan ini:

: Tugas, wewenang dan tanggungjawab Petugas Pengimputan
Sislem lnformasi Pemenntahan Daerah (SIPD) Satual Ke4'a
Perangkat Daerah Dinas Pertanian aciaiah untuk
Mengimput Rincian Gegiatan di Aplikasi Sistem lnformasi
Pemerintahan Daerah (SIPD).

KEDUA



KET!GA

DIKTUM II
Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili

: Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Luwu Timur meiaiui Dokirrrren Feiaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten
Luwu TimurTahun Anggaran 2020.

Amrullah, S.Pd. ft
Pangkat : Pembina Tk.I
Nrp: r t D/ rrorro r voYu., r uru



LAMPiRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KAB.
t-uwu t tlvt u t(
NOMOR r?7 TAHUN 2020
I _t l\ lAl\ri
KEPUTUSA}{ KEPALA Dii.iAS PERTAi.iiAi.i
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGIMPUTAN
SISTtrM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
iDirui sAt UAI\ t\l:,r(Ji\ rl,t</\N (rl\,tt t lJAr.l<ll l-1

DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGIMPUTAN SISTEM INFORMASI,
PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DINAS PERTANIAN

l\-t\rJut.flt tll\ LU W U 1 IIVIU t(
TAHUN 2O2O

Fenanggung jawab : Fii. Kepaia Dinas

Sekretaris : Sekretaris Dinas Pertanian

Ketua/Koordinator : Kasubag Program

Ansoora : Sekretariar

BidangTPH

Biciang Perkebunal

Bidang Peternakan

Bidang PSP

Bidalg Peny:-luhan

Peagelolah Administrasi Data :

1. Kasubag Umum dan Kepegawaial

2. Kasubag Keuangan

3. Kepala Seksi Lahan dan Irigasi

4. Kepala Seksi Pupuk. Pestisida dan Alsintan

5. Kepala Seksi Pembiayaan dan Investasi

6. Kepala Seksi Perbenihan. perlindungan Tanaman Pangan dan

Hortikultura

7. Kepala Seksi Produksi Tanaman pangan dan Hortikultura

8. Kepala Seksi Pengolahan, Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan

Hortikulrura

9. Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunal

10. KepaJa Seksi Produksi Perkebunan

11. Kepala Seksi Pengoiahan dan Pemasaran

12. Kepala Seksl Perbibitan dan Produksi

13. Kepala Seksi Kesehatan Heuarr

14. Keoala Seksi Kesehatan Masr.arakat Veteriner. Pensolahan dart



15. Kepafa Seksi Kelembagaan

16. K€paIa Seksi Ketenagaan

17. Kepla Seksi Metode dan Informasi

Olrcrator Pengelolah Data :

1 Staf Flao I h.nrrrn dan Keneoarrraiqn

2. Staf Bag. Keuangan

? srof Ri'{ pep

4. staf Bid. TPH

( qtof Flin Parlrclrrrnan

6. Staf Bid. Peternalan

7 sf of Ri.{ Pcnrnrl,rhan. v..J w!4+gl r

AmruIlah. S.Pd. Ut
Panglat : Pembina Tk.I
Nip: i96706ffi i989O3 i OiO
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PEUERITTAH I{ASUPATEIT LIItrT' TIUUR
DINAS PERTANIAIT

.IaIaa : Soekarno Hatta Nc- Putrcak Indak" Ha!;ti 9298i
T'ieffin ; Eqs - {rl4?li '\?! <tg

W,€& : htEp:l Jds@-lu*utimurkab-sc-id Emai : dpp@luwutimurirab-p-id

SLISU}JAN ANGGL\TA T-IM PENGIMPUTNAN S]PD
Nomor : O94/ qb3 /DISTAI{

: 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Nomior :

tentang Penunjukan Petugas Pengimputan
Perrrerin taJran Daerah {SiPD}.

2. Dokumen Peiaksanaan Anggaran (DPA)
T)^-^--l-^i n^^-^l^,Crr/nn\ T\:-^^ n^-.^-:^-i-caiilit<-i(al iiaaci dii [o-(\rr,,, rJrllds rEr Ltullinl
Timur Tahun 202O.

IT{ENUNJUK:
Kepada ;

No Nama/Nip. Bidang

1
Muh. Zadly Basri

Haspika
Sekretariat

2
Nining NurmaJasasn, SP

Sudirman HS, S.T
PSP

3
Hasnartati Siruju

D'ina Hasrl'in
Perkebunan

4 Muh. Nur, S.Pt Peternakan

5
Mirllrral.r

Evayanti
TPH

6
Rosmilasari
Mariska
Sarwa

Penvuluhan

Untuk : l. Melakukan pengimputan Rincian Gegiatan di Aplikasi Sistern
Informasi Pemerintahan Daerah {SIPD) Tahun 2O2O.

Demikian disamparkan untuk laksanakan.

n:l-^1--^-1-^- l.: rr^l:t:rJrr1'cILldl lliltt ttt lviaamll

Pada tangga-l, 19 Oktober 2020

Aarullah. S.Pd. l{M
Pangkat : Pembuia Tk.l

Tahun 2O2O

Sistem lnformasi

Satuan Kerja
rz^ 1^- -- ^ !^- I ---,--AiarJ!lpialcrl LLlw(l



PEUERIITTAE I(ABI'PATEN LI'WU TIUI'R
DUTAS PERTANIAN

Jalan : Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili. 92981
Telepon/Fax (04741. 321 - 538

tr etr: htto / ldpoo.lu*rrtimurkab.eo.id Email : dpod?ilus-utimurkab.eo-id

I(EPUTUSA.il KEPAIA DIIYAS PER?A]YIAIV KABUPA?EIY LUSTU TIMUR
Nomor : 199 TAHUN 2O2O

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) KEGIATAN PEMBANGUNAN
JARINGAN IRIGASI DESA (JIDES), PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN USAHA TANI

(JUI) DAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN PRODUKSI (JAPRO) SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN

KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2O2O

Menimbang : a.
KEPALA DINAS,

bahwa untuk keiancaran dan efektilitas pelaksanaan
kegiatan, tersebut, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) Perangkat Daerah Dinas Pertanian
Kabupaten Luwu Timur Tahun Ar,ggaran 2O2O;

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA) Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalasn huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Kepu tusan
Kepala Dinas Pertanian tentang Penunjukan Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Perangkat Daerah
Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran
2020;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
42a6);

Undarrg-Undalg Nomor 15 Tahun 2OO4 tentar'g Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
ftrmbaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor
66. Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor
4400);

b.

C.

Mengingat : 1.

2.

3.



|+.

J.

6.

7.

8.

9.

Undarrg-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
il,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20O5 Nomor 237, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peratrrran Pemerintah Nomor 56 Tanun 20O5 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 45761 sebagaimana telait
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 20O5
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Imformasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O05 tentang
Pedoman Penyr:sunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005
Nomor 150, ?ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 20 10 tentang
Standar Akuntasi Pemerintah (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

lO. Peraturan Pemerintah Nomor 3O Tahun 2O11 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OtL Nomor 59, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OI9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor
54 Thun 2O10 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;



13. Peraruran Menteri Daiam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa ka,li terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Talun 201 1

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengeiolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2Oi 1 Nomor 310);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 05 Tahun
2O19 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeralt
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2O2O (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 05);

16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Uang Daerah (Berita Daerah Kabupaten LuvrT r
Timur Tahun 2008 Nomor 18);

17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukrrm Daerah di Likungan
Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);

18. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 49 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur (Berita
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 49);

79. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Talun 2079 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belalja Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2O2O (Berita
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA
KEGIATAN PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI DESA (JIDES),
PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN USAHA TANI (JUT) DAN
PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN PRODUKSI (JAPRO)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.



DIKTUM ]

Ketentual da1am lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang
Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Pembangunan Jaringan
lrigasi Desa (JIDES), Pembangunan dan Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) dan
Pembangunan dan Peningkatan Jaian Produksi (JAPRO) Satr.ran Kerja Perangkat
daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 sebagai
berikut :

KESATU

KEDUA

KETIGA

: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Ke{a Perangkat
Daerah lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur
tersebut sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini dan
mempakan bagian yang tidak terpisahkal dari surat keputusan
ini;

: Tugas Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah Dinas Pertanian adalah sebagai berikut :

a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa
yang meliputi: spesifiKepa,la Seksi teknis barang/jasa,
HPS dan rancangan kontrak;

b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang / jasa;
c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani

Kuitansi/ Surat Perintah Kerja (SPK)/ surat perjanjian;
d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan

barang/jasa kepada PA/KPA;
g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa

kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan

anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada
PA/KPA setiap triwuian; dan

i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

: Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah
Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 202O.

Ditetapkan di Mali1i
pada tanggal, 20 Oktober 2O2O

AmruIlah. S.Pd. HU
Pangkat : Pembina Tk.i

DIKTUM II

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



L,l.}{PIRAN
IEPUTUSA}{ KEPAIA DINAS PEK|ANIAN KA.EI. LUWLT
TTIII 

'P
NOMOR 199 TAHUN 2O2O
TENTANG
PENTINJUKAN PB]ABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN
KAIIUPATEN LUW'U TIMUR

itro i Itaaa/XIP. Pangkat/
Gol

Jabatan
Struktural I{aala Kegiataa

1 2 3 5
1 I Ketut Pasek, SP

t9720530t992031007
Pembina/
IV-a

Kepala
Bidang PSP

1. Pembangunan/Peningkatan JUT
Klota Koropansu Jaya Desa
Parumpalai Keci Wasuponda

2. Pembangunan / Peningkatan JUT
Klota Bumi Mulya Desa Libukang
Mandiri Kec. Towuti

3. Pembangunan/ Peningkatan JUT
Klota Seberang Sungai Desa
Mahalona Kec. Towuti

4. Pembangunan/Peningkatan JUT
Klota Tumpang Sari Desa Kalosi
Kec. Towuti

5. Pembalgunan/Peningkatan JUT
Klota Situru Desa Tole Kec.
Towuti

6. PembangunanlPeningkatan JUT
Klota T[nas Mekar Sari Desa
Libukang Mandiri Kec. Towuti

7. Pembangunan/Peningkatan JUT
Klota Bal1a Desa Mahalona Kec.
?owuti

8. Pembangunan/ Peningkatan JUT
Klota Suks.ria Desa Matompi Kec,
Towuti

9. Pembangunan/Peningkatan JUT
Klota Tani Jaya Desa Mahalona
Kec. Towuti

1O. Pemban gunanl Peningkatan JUT
Klota Maju Terus Desa Libukang
Mandiri Kec. To*rrti

2 Muhtar, S.P
19790626200A011010

Penata Tk-I
.1111-d

Kepala
Bida-ng
Perkebunan

1. Penabangunaa/Peningkatan JUT
Klota Sri Rejeki Desa Manunggal
Kec- Tomorri Tirnur

2. Pembangunanl Peningkatan JUT
Klota Kurre Sumanga Desa
Koroncia Kec.Mangkutana

3. Pemban gunan,/ Peningkatan JUT
Klota Suka Mqiu Desa Agomul-vo
Kec. Kalaena

4. Pembangunan / Peningkatan JUT
Klota Tawakua I Desa Tawakua
Kec. Angkona

5. Pembangunan/ Peningkatan JUT
Klota Hamparan Desa Mantadulu
Kec. Angkona



Darfan Husain, SP
t9771112200701t13

Penata/
iII-c

6. Pembangulan / Peningkatan JUT
I0ota Sari }{ujur Desa Baliejo
Xec. ,l:rgkona

7. Pembangunan I Peningkatart JUT
Klota Simono Mekar Desa
Wewangou Xec. Maiili

8. Pembangunanl Peningkatan JUT
I0ota Kurui Mandiri Desa
Wewangriu Kec. Malili

9. Pembalgunan / Peningkatar JUT
Klota Baru Muncul Desa Tarabbi
Kec. Malili.

Kepala
Bidang TPH

1. Pembangunan / Peningkatar Jalan
Produksi Klota Moiko Aroa I Desa
X aw at a J(ec- Wa-supor da

2. Pembangunan/ Peningkataa Jalan
Produksi Klota Mekar Jaya II Desa
Malirrowo Kec. An gkoaa

3. Pembangunan/ Peningkatan Jalan
Produksi Klota Sari Jaya Desa
M a-n taddu X ec. -An gk on a

4. Pembangunan/Peningkatan Klota
Roda Desa Lioka Kec. Towuti

5. Pemtrangurran dan Peninglatasr
Jalan Produksi Klota Sialgkaral
Desa Cendala Kec. Burau

6. Pembanguaan daa Peainglkaran
Jalan Produksi Klota Wajo Baru
Desa Batu Putih Kec. Burau

? . Pembarrgunesr das Penirrg|<atan
Jalan Produksi Klota Mega Buana
Desa Burau Pantai Kec. Burau

8. Pembangur an dan Peninglratan
Jalan Produksi Klota Mambotu
Desa Bone Pute Kec. Burau

9. Pernbamgu:rre,rr darr Perrirrgkatarr
Jalan Produksi Klota Harapan
Desa Kalaena Kec. Wotu

JO. Pembarrgurran dan .9ening{ra fa,=
Jalal Produksi Klota Maranindi
Desa Irra Kec. Wotu

1 1. Pembar'gurrar:. darr Penit'rgkatan
Jalan Produksi Klota Makkawarue
Desa Kalaena Kec. Wotu

12. kmb-angcnan dan Feningkatar
Jalan Produksi Klota Landung
Jaya Desa Beringin Jaya Kec.
Tumuni

13. Pembangunan dan Peningkatan
Ja-lan Produksi Klota Cinta
Haraparr Desa rlfaftwowu Kee.
Angkona

14. Pembangunan dan Penirrgkatan
Jalan Produksi Xlota Kasrntuwu
Desa Tampinna Kec. Angkona

15. Pembangunan dal Peningkatan
Jalaa Prool-rksi Klota Fiarapan
Tali Desa Tempinna Kec.



i6. Pembalgunal dal Peningkatan
Ja-lal Produksi Klota A]-Amin
I1^-^ LI^-^-^- L_-^ rr ^ 1:1:urlsa t t4aPat

17. Pembangunan dan Penhgkatan
Jalan Produksi Klota Padaidi Desa
Watanryanua Kec. .Angkona

18. Pembalgunan dan Peningkataa
Ja]al Produksi Klota Samaturu
Desa Watarr.panu a Kec. Angkona

19. Pembangrnan Pagar Kebun
Hortikuitura Kec. Mangkutana

11 fiaher, SP
196507251991031014

Penata Tk-l
/rrr-d

Kasle I.ahan
dan Irigasi

1- Pembanguna-a dan Pen i n gketaa
Jalan Produksi Klota Tartah Merah
Desa Banlilang Kec. Towu ri
Pem ba.r:gu:: a:: dan Pen:ngkatan
Jalan Produksi Klota Jaya Abadi
Desa Masiku Kec. Towuti
Petnbangunan darr Pening]<atan
Ja]an Produksi Klota Bulu Suka
Desa Rante Angin Kec. Towuti
Petnbanguran dan Pening)<atart
Jalan Produksi Klota Bulu Toke
Desa Tole Kec. Towuti
Perntran gutran dan Peniogkatan
.Ialan Produksi Klota Lada .Iava
Desa Kalosi Kec. Towuti
Pem L'a-r:gunar dan Pedttg)<atan
Jalan Produksi Klota Lada Mandiiri
Desa Laagkea Raya Kec. Towuti
Pembarrgu.rrasr dal Perurrgkatan
Jalan Produksi Klota Bone Pute II
Desa Matano Kec, Towu ti

.1.

4.

5.

6_

7.

Siswanfo, S.Pt
197 10706200604 1008

Penata
Tk.ll
III-d

Kasie.
Produksi TPH

Pemtranguaanl/Peningkatan JUT
Klota Tengko Situru Kalatiri Kec.
Burau
Pembarrgrnam / Peninglatan JUT
Klota Putra Ladang Desa Bone
Pute Kec. Burau
FembangunanT/Fenrngkatan J{-rr?
Klota Peningkatan JUT Klota
Lawae-Wae Desa Bawalipu Kec.
Wotu
Pemban gu nan / Peningkatan JUT
Klota Tunas Baru Il Desa Rinjani
i{ec. l}btu
Pembangunan / Penin gkatan JU?
Klota Sidomulyo Desa Lestari Kec.
'lomoni
Pembangunan / Peningkatal JUT
Klota Jaya Desa Purwosari Kec.
Tomoni ?Imur
Pembangunan / Peningkatan JUT
Klota Budimino Desa Manunggal
Kec. Tomoni Timur

5.

7.

6 Lina Tangko, SP, MP
\977 12082006042010

Pembina/
IV-a

Kasie. Pupuk,
Pestisida &
Alsrn

1. Pembangunan JIDES Klota
Mandiri I Desa Patengko Kec.
'Iomoni Timur

2. Pembangunan JIDES Klota
Siparappeng Desa Pertasi Kencana



7 ' Andi Riwayati, SP
I i98112052010012003

Kec. Ka-laena
Pembangunan JIDES Klota Suka
Mandiri Desa Wanasari Kec.
Angkona
Pembangunan JIDES Klota Bunga
Salak Desa Tarabbi Kec. Malili
Pembangr,rnan JIDES Klota Sione
Desa Pekaioa Kec. Towuti

14al.i1i,2O tober 2020
Plt. KEPALA DI AS,

AMRULLAH. S.Pd. MM
Pgi<t : Pembina Tk.I
Nip : 1967O606 198903 1O10

Penata,/IIi-c Kasie.
Perbenihal
dan
Perlindutgan
TPH

1. Pembangunan JIDES Klota
Lamariu Desa Lumbewe Kec.
Burau
Pemba:eguna-n JIDES Klota
Triguna II Desa Lambaresa Kec.
Burau
Pem bangr:::an JIDES Klota Sel:atj
Desa Cendaaa Hijau Kec. Wotu

. Pembang:nan JIDES Klota
Sipatokkong Desa Tatengge Timur
Kec. Wotu

. Pembangunan JIDES Klota
-sriwijaya JJ Desa Bangun Jaya Kec.
Tomoni

Abd. Ga-{fur, S.ST
197812192005021001

Penata
Muda
rk.r/[r-b

StaJ Dinas 1. Pembangunan dan Peningkatan
Jalan Produksi Klota Mappideceng
Desa Pasi-Pasi Kec. Malili

2. Pembangunan dan Peningkatan
Ja.lan Produksi Nlota Maju Jaya
Desa Balambano Kec. Wasuponda

3. Pembangunan dan Peningkatan
Jalan Produksi Klota Sinar Coklat
Desa Parumpanai Kec. Wasuponda

4. Pembalgunan dan Peningkataa
Jalan Produksi Klota Ahara Desa
Asuli Kec. Towuti

5. Pembangunan darr Peningkatan
Jalan Produksi Ktota Bukit Asa
Desa Asuli Kec. Towuti

6. Pembangunan dan Peningkatal
Jalan Produksi Klota Sipate Desa
Tole Kec. Towuti



PEMERINTA}I I(ABTIPATEN LTIWU TIMUR
DINAS PERTANIAN

Jalan : Soekarno Hatta, Puncak lndah, Ma1i1i, 92981
Telepon/Fa-x lO47 4) 321 - 538

\\eb: htrp,l /dppp.lu\&-utimurkab.so.id Email : dppdaluE-utimurkab.so.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LIIU'I' TIMUR
Nomor : 2otl TAHUN 2o2o

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENDUKUNG KEGIATAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN KABUPATEN

LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2O2O

KEPALA DINAS,
Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan efektifrtas pelaksanaan

Mengingat :

C.

1.

Penerapan Inovasi Pelayanan Publik Satuan Kerja
Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu
Timur Tahun Anggaran 2O2O;

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
da1am huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Dinas Pertanial tentang Penunjukan Tim
Pendukung Kegiatan Inovasi Pelayanan Publik Satuan
Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu
Timur Tahun Anggaran 2O2O;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O03 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a27O);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a2aQ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (kmbaran Negara Repubiik indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang \omor 2 5 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaal Pembarrgunal Nasiona-l (trmbaral Negara
Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 104. Tambahan
lrr-ca:a:l \esara Reoubtik Indonesia \omor 442 1 ):

b.

2.

J.



5. Undalg-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemeriltah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4, Tambahal kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

6. Peratural Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 237, Tarnbaharr kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tarrun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2005 tentang Perubahal Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Imformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O10 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20O5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Perafuran Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyrrsunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minima,l (kmbaran Negara Republik IndonesiaTahun
2005 Nomor 15O, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O 1O tentang
Standar Akuntasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 201O Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 3O Tahun 201 1 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

12. Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun
2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Thun 2O1O tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Perar.rran Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 20 I I
tentang Perubahan Kedua Atas Perarurart Menteri Dalam
Neseri \omor i 3 Tahr-rn 2006 tentans Pedomart

9.

10.



PEMERINTAII I{ABUPATEN LIIWU TIMUR
DINAS PERTANIAN

Jalal : Soekarno Hatta, Puncak Indatr, Ma1i1i, 92981
Telepon/Fa-x 10474) 321 538

Web: hrrp/ /dppp.luwutimurkab.so.id Emaii : dppd?.lu\,urimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWT' TIMUR
Nomor : 209 TATIUN 2o2o

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENDUKUNG KEGIATAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN KABUPATEN

LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2O2O

Menimbang : a.
KEPALA DINAS,

bahwa untuk kelancaran dan efektifrtas pelaksanaan
Penerapan Inovasi Peiayanan Publik Satuan Kerja
Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu
Timur Tahun Anggaran 2020;

Dokumen Peiaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja
Peralgkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2020;

bahwa berdasarkal pertimbangan sebagaimana dimaksud
da1am huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Dinas Pertanian tentang Penunjukan Tim
Pendukung Kegiatan Inovasi Pelayanan Publik Satuan
Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu
Timur Tahun Anggaran 2020;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Reputrlik Indonesia Nomor
a27Ol;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20O3 tentang Keuangan
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4246\;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaar Pengelolaal dan Tanggu.ngjawab Keuangal
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4
Nomor 66, Tambahan lrmbaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencalaan Pembalgunal \asional (kmbaran Negara
Repubiik Indonesia Talun 20O4 \omor 104. Tambahan
k:l':aral \egara Reoublik Indonesia \omor 4.12 1) :

Mengingat : 1.

b.

2.

a



5. Undang-Undang \omo:- 33 Ta::u:: ::'-': :.:t --=:,-:

Perirnbalgal Keuangan antara Per:recn:ajr ?-sa: aijl
Pemerintah Daerah (kmbaral \egara Repubiii i::itlesla
Tahun 2OO4, Tambahal lembaran \ega:a Republik
Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 237, Tarnbah,an Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tanun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2O05 tentang Sistem
Imformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Tahun 20O5 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Peny.usunan dan Penerapan Standar Pelayalan
Minimal (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintatr Nomor 7 1 Tahun 20 10 tentang
Standar Akuntasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaral
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 201 1 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

12. Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun
2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Thun 201O tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 201 1

tentarlg Perubahal Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaal Keualgan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 201 1 \or:nor 3l Ol:

9.

10.



14. Peraruran Daerah Kabupaten Lusu Timur Nomor 8 Tahul
20 16 tentang Pembenrukan dan Susunart Perangkat
Daerah Kabupaten Luu_ r Timur:

15. Peraturan Daerah Kabupaten Luur-r Timur Nomor 05
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatal dan Belanja
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020
(l-embaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019
Nomor 05);

16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2008
tentang Pengelolaal Uang Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Lun'u Timur Tahun 2OO8 Nomor 18);

17. Perarural Bupali Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014
tentang Pembenrukan Produk Hukum Daerah di Likungan
Pemerinahan Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah
Kabupaten Luwr-r Timur Tahun 2014 Nomor 11);

18. Peraruran Bupati Luwu Timur Nomor 49 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu
Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016
Nomor 49);

19. Peratural Bupali Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2O2O
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019
Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENDUKUNG KEGIATAN INOVASI
PELAYANAN PUBLIK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2020.

DIKTUM I

Ketentuan dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Tim
Pendukung Kegiatan Inovasi Pelayanan Publik Satuan Kerja Perangkat
daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2O2O

sebagai berikut :

KESATU : Tim Pendukung Kegiatan Inovasi Pelayanan Publik Satuan
Kerja Perangkat Daerah iingkup Dinas Pertanian Kabupaten
Luwu Timur tersebut sebagaimana terlampir pada surat
keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
d ari surat keputusan ini;

: Tugas Tim Pendukung Kegiatan Inovasi Pelayanan Pubiik
Satuan Keda Perangkat Daerah Dinas Pertanian adalah
sebagai berikut :

1. Tugas Tim Pembina
a. \{elakukal pembinaan kepada seluruh anggota Tim

dalam melaksalakan penerapan lnovasi Pelal'anan
P"rblik.

KEDUA



a. \{engara}rkarr Tim Keda dalam Mengidentifikasi potensi
jenis Inor-asi Peial'alan PubLik 1-ang diterapkan di
Kabupa.ten Lusrr: Timur;

b. Mengarahlan Tim Kerja dalam Menentukar Inovasi
Pelal-anan Publik yang diunggulkan;

c. Mengarahkan Tim Kerja da-lam Mengusulkan Inovasi
Pelay-anan Publik;

d. Mengarahkan Tim Kerja dalam Membuat proposal
usulal Inovasi Pelayanan Pubiik yang diunggulkal;

e. Mengarahkan Tim Kerja dalam Merakit jenis Inovasi
Pelayanan Publik;

f. Mengarahkan Tim Kerja dalam Merakit jenis Inovasi
Pelayanan Publik;

g. Mengarahkan Tim Kerja dalam Mengedukasi Inovasi
Pelayanan Publik.

3. T\rgas Tim Kerja :

a. Mengidentifikasi potensi jenis Inovasi Pelayanan Publik
yang diterapkan di Kabupaten Luwu Timur;

b. Menentukan Inovasi Pelayanan Publik yang
diunggulkan;

c. Mengusulkan Inovasi Pelayanan Publik;
d. Membuat proposal usulan Inovasi Pelayanan Publik

yang diunggulkan;
e. Merakit jenis Inovasi Pelayanan Pubiik;
f. Merakit jenis Inovasi Pelayanan Publik;
g. Mengedukasi Inovasi Pelayanan Publik.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen
Pelaksanaal Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas
Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2O2O.

DIKTUM II
Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal, 6 November 2020

Plt. KEPALA D

AMRULLAH. S.Pd. MM
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip: 1967O606 198903 I 010



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KAB. LUWU TIMUR
NOMOR zDrl TAHUN 2020
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PEMBINA KEGIATAN
INOVASI PELAYANAN PUBLIK LINGKUP
DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU
TIMUR

SUSUNAN TIM PEMBINA KEGIATAN INOVASI PEI,AYANAN PUBLIK
KEGIATAN LINGKUP DINAS PERTANIAN

Malili, 16 N verrlber 2O2O

Plt. KEPALA D

AI}IRULLAII. S.Pd. MM
Pgkt : Pembina Tk.I
Nip : 196706O61989031O10

No. Jabatan Dalam Tim Jabatan

1

2.

Ketua

Anggota

Kepala Dinas

Kepala Bidang TPH

Kepala Bidang PSP

Kepala Bidang Perkebunan

Kepala Bidang Peternakan

Kepala Bidang Penyuluhan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KAB. LUWU TIMUR
NOMOR 2Y TAHUN 2o2o
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGARAH
KEGIATAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK
LINGKUP DINAS PERTANIAN
KAEIUPATEN LUWU TIMUR

SUSUNAN TIM PENGARAH KEGIATAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK
KEGIATAN LINGKUP DINAS PERTANIAN

Malili, 16 Ifovember 2020

Plt. KEPALA DINAS,

AMRULI,AH. S.Pd. MM
Pgkt : Pembina Tk.I
Nip : 1967O6061989031010

No. Nama Tim Pengarah Jabatan

1. Koordinator Maria, S.Pt

1. Anggota 1. Serlilino, S.ft
2. Rakhsan R, S.Sos

3. Malaysa, SP

4. Enos Lamba Tandi Datu, SP

5. Burhanuddin, SP

6. Jasmaniar, SP

7. Sabil, S.ST

L Darmawan



SUSUNAN TIM KERJA KEGIATAN
LINGKUP

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPAI-A DINAS PEKTANIAN
KAB. LUWU TIMUR
NOMOR 2o4 TAHUN 2020
TENTANG
PENUNJUKAN TIM KERJA KEGIATAN
INOVASI PEI,AYANAN PUBLIK LINGKUP
DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU
TIMUR

INOVASI PELAYANAN PUBLIK KEGIATAN
DINAS PERTANIAN

No- Jabatan Dalam Tim Jabatan

1. Koordinator H. Darsono, SP

1. Anggota 1. Yudit Toding Padang, SP

2. Muh. Rizal Bachrie, SP

3. Muhammad Triono, SP

4. Suharyono, SP

5. Bambang Sukoco, SP

6. Abidin, SP

7. Widyastuti, S.ST

8. Agus Ranonto, S.ST

9. Dewa Putu Suartana, S.ST

10.Malik Papang Suwondo, S.Pt

1 1 .l Ketut Murtika, SP

12.Sitti Hadijah Warsa, SP

13.1r. Sutejo I Made Narde

14.Yoyon Kawiri

15.Darlan, SP

16.Muh. Zadly Basri

Malili, 16 November 2020

AMRULLAH. S.Pd. MM
Pgkt : Pembina Tk.l
Nip : 19670606198903 1010


